
BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO 

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR KOTA 

BAGI PEJABAT NEGARA, DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEMERINTAH 

DESA, PEGAWAI TIDAK TETAP, LEMBAGA LAINNYA DAN MASYARARAT

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI POHUWATO,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan peijalanan dinas 

dalam dan luar kota secara tertib, efisien, ekonomis, 

efektif, transparan dan bertanggung jawab, bagi Pejabat 

Negara, DPRD, Pegawai Negeri Sipil, pegawai tidak tetap, 

lembaga lainnya dan masyarakat perlu diatur dengan 

Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati Pohuwato tentang Penetapan Perjalanan Dinas 

Dalam dan Luar Kota Bagi Pejabat Negara, DPRD, 

Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Desa, Pegawai Tidak 

Tetap, Lembaga Lainnya dan Masyarakat Tahun 

Anggaran 2021;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang

Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060); g



3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang  

Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten 

Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang  

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4287);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 66 , Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011  

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) 

sebagaim ana telah diubah dengan Undang-Undang 15 

Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6398);

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- 

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4  tentang

Paraf



Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 4027);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang  

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 7545);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 

Tahun 2007 tentang Pembagian Pemerintah, Pemerintah 

Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007  

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4373);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang  

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 6322);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006  

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019  

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 08 

Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 

2007 Nomor 109, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Pohuwato Nomor 97);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 13 Tahun 

2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Pohuwato Tahun 2020 Nomor 231);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PERJALANAN

DINAS DALAM DAN LUAR KOTA BAGI PEJABAT NEGARA, 

DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP, 

LEMBAGA LAINNYA DAN MASYARAKAT TAHUN

ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pejabat Negara adalah Kepala Daerah/W akil Kepala Daerah Kabupaten 

Pohuwato

2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pohuwato.

3. DPRD adalah Pimpinan/Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato.

4. Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah 

m em enuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat berwenang dan  

diserahi tugas dalam suatu jabatan dalam negeri, atau diserahi tugas 

negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan  

yang berlaku.

5. Pemerintah desa adalah perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa 

serta kelembagaan lain di desa yang dibiayai melalui APBDes.

6. Pegawai Tidak Tetap (PTT) adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka 

waktu tertentu guna m elaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan  

yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan  

dan kemampuan organisasi.

7. Lembaga lainnya adalah lembaga yang memperoleh anggaran peijalanan  

dinas dalam bentuk bantuan hibah melalui APBD Kabupaten Pohuwato.

8. Masyarakat adalah masyarakat yang memperoleh anggaran peijalanan  

dinas melalui APBD Kabupaten Pohuwato.

9. Pejabat yang berwenang adalah Bupati/W akil Bupati, Pimpinan DPRD, 

Pimpinan Lembaga, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretariat Daerah, Kepala 

B adan/D inas, Camat, dan Kepala Kantor Kabupaten Pohuwato.



10. Peijalanan dinas adalah peijalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh 

pejabat Negara, pejabat daerah, DPRD, aparatur sipil Negara, dan pihak 

lain, yang melewati batas kota d an /a tau  dalam kota dari tempat 

kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke 

tempat kedudukan sem ula di dalam negeri.

11. Peijalanan Dinas Luar Kota adalah peijalanan dinas dari tempat 

kedudukan di Kabupaten Pohuwato menuju tempat tujuan di luar 

Kabupaten Pohuwato untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung  

kineija Satuan Keija Perangkat Daerah/Lembaga Lainnya.

12. Peijalanan Dinas Dalam Kota adalah peijalanan dinas dalam wilayah 

Kabupaten Pohuwato lebih dari 8 (delapan) jam.

13. Surat Perintah Tugas (SPT) adalah dokumen persetujuan pimpinan 

dan /atau  atasan langsung yang memberikan tugas peijalanan dinas.

14. Surat Peijalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah Dokumen 

yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang dalam rangka pelaksanaan  

peijalanan dinas bagi Pejabat Negara, DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai 

Tidak tetap, Lembaga Lainnya dan masyarakat.

15. Pelaksana SPD adalah Pejabat Negara, DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai 

Tidak tetap, Lembaga Lainnya dan masyarakat.

16. Lumpsum adalah suatu jum lah uang yang telah dihitung terlebih dahulu  

(pre-calculated amount) yang harus dibayarkan sekaligus.

17. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sebagai bukti pengeluaran yang 

sah.

18. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya peijalanan dinas yang  

dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.

19. Tempat kedudukan adalah lokasi/tem pat/kota  dimana satuan keija  

berada.

20. Tempat Tujuan adalah lokasi/tem pat/kota yang menjadi tujuan Peijalanan 

Dinas.

21. Pengumandahan (Detasering) adalah penugasan sementara waktu.

22. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat dengan UP adalah uang muka  

keija dalam jum lah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran 

untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan keija, yang tidak 

mungkin dilakukan melalui m ekanism e pembayaran langsung.

23. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan  

penghitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Keija dan Anggaran 

Satuan Keija Perangkat Daerah.



BAB II
PRINSIP PERJALANAN DINAS 

Pasal 2

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai 

berikut:

1. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas 

yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.

2. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja 

Organisasi Perangkat Daerah.

3. Efisiensi penggunaan belanja daerah, dan

4. Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan 

pembebanan biaya Perjalanan Dinas.

BAB III

PERJALANAN DINAS JABATAN 

Pasal 3

(1) Tempat kedudukan perjalanan dinas jabatan yaitu menggunakan Pesawat 

Udara dan /atau  melalui moda angkutan darat dengan titik keberangkatan 

pada tempat kedudukan.

(2) Dalam perjalanan dinas jabatan termasuk pula perjalanan yang dilakukan 

dalam hal :

a. detasering di luar Tempat Kedudukan;

b. penugasan Tenaga Ahli atau Narasumber dari Luar Daerah

c. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian  jabatan yang diadakan 

di luar Tempat Kedudukan;

d. diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau 

menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada 

di luar Tempat Kedudukan, untuk mendapatkan Surat Keterangan 

Dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;

e. untuk mendapatkan pengobatan di luar Tempat Kedudukan berdasarkan 

keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;

f. harus memperoleh pengobatan di luar Tempat Kedudukan berdasarkan 

Surat Keterangan Dokter karena mendapat cedera pada w aktu/karena  

melakukan tugas;



g. ditugaskan mengikuti pendidikan kedinasan di luar Tempat Kedudukan;

h .  ditugaskan melaksanakan pemeriksaan, pengawasan, evaluasi dan reviu 

yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah

i. menjem put/m engantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat 

Negara/pejabat lainnya/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam 

melakukan perjalanan dinas termasuk biaya pemetian dan biaya 

angkutan jenazah;

Pasal 4

(1) Pegawai Negeri Sipil, pegawai tidak tetap, lembaga lainnya dan masyarakat 

yang akan melaksanakan perjalanan dinas luar kota harus terlebih dahulu 

mendapat persetujuan Bupati atau wakil bupati.

(2) Dalam hal Bupati dan wakil bupati tidak berada ditempat, persetujuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh sekretaris daerah 

setelah berkonsultasi dengan bupati atau wakil bupati.

(3) Perjalanan dinas luar kota dalam wilayah Provinsi Gorontalo bagi pejabat 

eselon II dan eselon III kepala Perangkat Daerah dilakukan atas persetujuan 

sekretaris Daerah dan diberitahukan kepada Bupati atau Wakil Bupati.

(4) Perjalanan dinas luar kota dalam wilayah Provinsi Gorontalo pejabat eselon 

III dan eselon IV, staf, PTT, Lembaga Lainnya serta Masyarakat dilakukan 

atas persetujuan Pimpinan Perangkat Daerah dan diberitahukan kepada 

Sekretaris Daerah.

(5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa persetujuan atas 

telaahan staf dan /atau  disposisi atas surat dari instansi/lem baga.

Pasal 5

(1) DPRD yang melakukan perjalanan dinas diatur tersendiri oleh DPRD sesuai 

dengan tata tertib dewan.

(2) Instansi/Lem baga yang melakukan perjalanan dinas dalam kota dan luar 

kota atas undangan Pemerintah Daerah setelah mendapat persetujuan  

Bupati atau Wakil Bupati.

(3) Dalam hal Bupati dan wakil bupati tidak berada ditempat, persetujuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh sekretaris daerah 

setelah berkonsultasi dengan Bupati atau Wakil Bupati.



Pasal 6

(1) Atas persetujuan Bupati atau Wakil Bupati atau Sekretaris daerah

sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pejabat berwenang menerbitkan

Surat Perintah Tugas (SPT).

(2) Penandatangan SPT ke luar kota ditentukan sebagai b er ik u t:

a. Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati

b. Pejabat di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur tersendiri 

oleh DPRD sesuai dengan tata tertib dewan.

c. Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati dan Wakil Bupati. Jika 

Bupati dan Wakil Bupati tidak berada ditempat maka ditandatangani 

oleh Sekretaris Daerah;

d. Pejabat pada lembaga lainnya diatur sesuai ketentuan yang berlaku.

e. Pejabat Eselon II b dan Eselon III ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah;

f. Pejabat Eselon IV, staf, dan PTT ditandatangani oleh Kepala Perangkat 

Daerah;

g. Jika pejabat yang berwenang tidak berada di tempat lebih dari 1 (satu) 

hari keija maka kewenangan penandatangan SPT dan persetujuan  

pemberangkatan dilakukan secara beijenjang ke bawah.

(3) Penandatanganan SPT dalam kota ditentukan sebagai b er ik u t:

a. Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati

b. Pejabat di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur tersendiri 

oleh DPRD sesuai dengan tata tertib dewan.

c. Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati dan Wakil Bupati. Jika  

Bupati dan Wakil Bupati tidak berada ditempat maka ditandatangani 

oleh Sekretaris Daerah;

d. Pejabat pada lembaga lainnya diatur sesuai ketentuan yang berlaku.

e. Pejabat Eselon II b dan Eselon III Kepala Perangkat Daerah ditanda 

tangani oleh Sekretaris Daerah;

f. Pejabat Eselon III, Eselon IV, Staf dan PTT ditandatangani oleh Kepala 

Perangkat Daerah;

g. Dalam rangka pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah, ditanda tangani 

oleh Bupati;

h. Jika pejabat yang berwenang tidak berada di tempat lebih dari 1 (satu) 

hari keija maka kewenangan penandatangan SPT dilakukan secara  

beijenjang ke bawah.



(4) SPT yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ayat (2) dan ayat (3) di bayarkan biaya peijalanan dinasnya.

Pasal 7

(1) Surat Perjalanan Dinas (SPD) diterbitkan dengan ketentuan peijalanan

dinas bagi :

a. Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani dan diperiksa kebenaran 

perjalanannya oleh Bupati dan Wakil Bupati

b. Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani dan diperiksa kebenaran 

perjalanannya oleh Pimpinan DPRD.

c. Sekretaris Daerah ditandatangani dan diperiksa kebenaran 

perjalanannya oleh Sekretaris Daerah.

d. Pejabat Eselon II b dan Eselon III Kepala Perangkat Daerah 

ditandatangani dan diperiksa kebenaran perjalanannya oleh Sekretaris 

Daerah.

e. Eselon III, Eselon IV, Staf, PTT, Lembaga Lainnya dan Masyarakat 

ditandatangani dan diperiksa kebenaran perjalanannya oleh Kepala 

Perangkat Daerah.

(2) SPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Perjalanan dinas dalam kota yang dapat ditanggung minimal 1 (satu) 

hari dan maksimal 3 (tiga) hari.

b. Peijalanan dinas luar kota yang dapat ditanggung maksimal 5 (lima) 

hari.

c. Pengecualian dari huruf a dan b adalah perjalanan dinas dalam rangka 

pemeriksaan dan atau Review oleh Inspektorat Daerah dan /atau  

peijalanan dinas dalam rangka kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi 

pem ungutan Pajak/Retribusi Daerah dan /atau  kegiatan Penelusuran 

Aset Daerah dan /atau  melalui pertimbangan teknis untuk kepentingan 

daerah oleh Kepala Perangkat Daerah.

d. Peijalanan dinas ke luar kota tidak diperkenankan melakukan lebih dari 

satu kali rute keberangkatan dan kepulangan dalam sekali perjalanan, 

dan hanya diperhitungkan satu kali biaya tiket.



e. Jika peijalanan dinas keluar kota mengharuskan untuk transit lebih dari 

satu  kali dan berakibat biaya tiket melewati fa re  rute, maka biaya tiket 

diperhitungkan sesuai fa re  yang berlaku saat itu, dengan bukti fisik 

tiket, boarding p ass serta bukti pemindahbukuan (transaksi antar 

rekening) non tunai atau transaksi melalui teller bank dan dibayarkan 

sesuai biaya riil yang tertera didalam tiket.

BAB IV

BIAYA PERJALANAN DINAS 

Pasal 8

(1) Biaya peijalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:

a. uang harian;

b. biaya transport;

c. biaya penginapan;

d. uang representasi;

e. sewa kenderaan dalam Kota;

f. biaya m enjem put/m engantar jenazah

(2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk

kebutuhan uang makan, uang transport lokal dan uang saku yang

dibayarkan secara lumpsum  dengan pemindahbukuan atau dengan

transaksi melalui teller bank ke rekening pelaksana SPD.

(3) Biaya transport sebagaim ana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. Biaya tiket pesawat dan /atau  mobil angkutan umum dan /atau  mobil 

dinas/m obil pribadi, biaya transport terminal b u s/sta siu n /b an d ara / 

pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.

b. Biaya tiket sebagaim ana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara riil 

dengan pemindahbukuan atau dengan transaksi melalui teller bank ke 

rekening biro peijalanan.

c. Biaya taksi peijalanan dinas dari kantor tempat kedudukan asal 

menuju terminal bu s/stasiu n /b an d ara /p elab u h an  keberangkatan dan 

dari terminal bu s/stasiu n /b an d ara /p elab u h an  kedatangan ketempat 

tujuan dan kepulangan dibayarkan secara lum psum  dengan 

pemindahbukuan atau dengan transaksi melalui teller bank ke 

rekening pelaksana SPD;



d. Dalam hal biaya transport ke terminal b u s/stasiu n /b an d ara / 

pelabuhan keberangkatan dan kepulangan menggunakan kenderaan 

dinas atau kenderaan pribadi maka biaya yang dapat dibayarkan 

berupa biaya BBM yang dibayarkan secara riil dengan 

pemindahbukuan atau dengan transaksi melalui teller bank ke 

rekening pelaksana SPD yang selanjutnya dibayar tunai oleh 

pelaksana SPD ke SPBU yang dibuktikan dengan struk SPBU.

e. Biaya transport dengan menggunakan angkutan umum dibayarkan 

secara lumpsum  dengan pemindahbukuan atau dengan transaksi 

melalui teller bank ke rekening pelaksana SPD.

f. Retribusi yang dipungut di terminal bu s/stasiun /bandara/pelabuhan  

keberangkatan dan kepulangan.

(4) Fasilitas transport diberikan kepada pejabat yang melaksanakan SPD, 

diatur dengan ketentuan:

a. Apabila pejabat yang m elaksanakan SPD menggunakan fasilitas 

transport lebih rendah dari fasilitas yang ditentukan, maka selisih  

lebih harus disetor kembali ke kas daerah.

b. apabila fasilitas yang digunakan lebih tinggi dari fasilitas yang 

ditentukan, maka selisih kurang menjadi tanggungjawab yang 

melaksanakan SPD.

(5) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap :

a. di hotel; dan /atau

b. di tempat menginap lainnya.

(6) Biaya penginapan sebagaimana ayat (5) dibayarkan dengan mekanisme 

pemindahbukuan atau dengan transaksi melalui teller bank ke rekening 

managemen hotel atau penginapan atau biro peijalanan.

(7) Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh  

persen) dari tarif hotel yang ditetapkan.

b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan 

secara lumpsum  dengan pemindahbukuan atau dengan transaksi 

melalui teller bank ke rekening pelaksana SPD.



(8) Uang representasi sebagaim ana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat 

diberikan kepada Pejabat Negara, DPRD dan Pejabat Eselon I, DPRD, dan 

Pejabat Eselon II dalam melakukan Peijalanan Dinas Jabatan.

(9) Uang representasi sebagaim ana dimaksud pada ayat (8) perjalanan dinas, 

diberikan sebagai pengganti atas p e n g e lu a r a n  ta m b a h a n  d a la m  

k e d u d u k a n  se b a g a i p e ja b a t n e g a r a , p e ja b a t d a e r a h , D P R D , 

p e ja b a t e s e lo n  I, d a n  p e ja b a t e s e lo n  II d a la m  r a n g k a  p e ija la n a n  

d in a s , se p e r ti b ia y a  t ip s  p orter , t ip s  p e n g e m u d i, y a n g  d ib er ik a n  

se c a r a  lu m p su m  dengan pem indahbukuan atau dengan transaksi 

melalui teller bank ke rekening pelaksana SPD.

(10) Sewa kendaraan sebagaim ana dimaksud pada ayat (1) huruf e hanya  

dapat diberikan kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk  

keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan sebesar Rp. 2 .000 .000  

(dua ju ta  rupiah) per hari.

(11) Sewa kendaraan sebagaim ana dimaksud pada ayat (10) sudah term asuk  

biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan retribusi parkir, dan 

dibayarkan dengan biaya riil yang dibuktikan dengan foto copy Surat 

Tanda Nomor Kenderaan yang digunakan dan bukti penerimaan 

pembayaran dari sopir kenderaan bersangkutan dengan pemindahbukuan  

atau dengan transaksi melalui teller bank ke rekening pelaksana SPD 

selanjutnya dipindahbukukan atau dengan transaksi melalui teller bank  

ke rekening pemilik kenderaan.

(12) Biaya m enjem put/m engantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf f  meliputi biaya bagi penjem put/pengantar diberikan kepada 1 

(satu) orang pendamping dari Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang dari 

keluarga sesuai tarif peijalanan dinas, dan biaya pemetian dan biaya 

angkutan jenazah sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah).

(13) Satuan biaya peijalanan dinas sebagaimana sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), sebagaimana tercantum pada lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

(1) Biaya peijalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) 

digolongkan dalam 5 (lima) tingkat, yaitu:

a. Tingkat A untuk Bupati/W akil Bupati dan Pimpinan DPRD;

b. Tingkat B untuk Anggota DPRD serta Sekretaris Daerah, Pejabat 

Eselon II B, Ketua/W akil Ketua TP PKK Tingkat Kabupaten, Pimpinan 

Lembaga Lainnya;
Paraf



c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon III, Golongan IV, Tim Keija Pemerintah 

Daerah, Pengacara Daerah, Kelompok Pakar pada Sekretariat DPRD, 

Auditor dan Pengawas P2UPD pada Inspektorat Daerah;

d. Tingkat D untuk Pejabat Eselon IV/Gol III, dan Tenaga Ahli pada 

Sekretariat DPRD;

(2) Biaya perjalanan dinas bagi PTT, dan masyarakat disamakan dengan 

perjalanan dinas pegawai negeri sipil tingkat D.

(3) PNS Golongan II, Golongan I dan CPNS serta PTT dapat melakukan 

perjalanan dinas luar daerah dalam hal m endesak /khusus, seperti dalam 

hal tenaga teknis tidak diperoleh di tempat yang bersangkutan.

Pasal 10

(1) Biaya perjalanan dinas jabatan dibebankan pada anggaran satuan kerja 

yang menerbitkan SPD bersangkutan

(2) Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam  

bentuk diklat dan bentuk panitia/tim  setelah mendapatkan persetujuan  

Bupati.

(3) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar 

memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan  

perjalanan dinas tersebut dalam anggaran satuan keija berkenaan.

Pasal 11

Pejabat Negara, DPRD, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap, pejabat lembaga 

lainnya dan masyarakat dilarang menerima biaya perjalanan dinas dalam 2 

(dua) sumber pendanaan atau lebih yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 12

(1) Perjalanan dinas dalam kota diberikan biaya perjalanan dinas berupa :

a. Uang harian,

b. Uang Representasi,

c. biaya transport dan

d. biaya penginapan.

(2) Perjalanan dinas dalam kota yang dapat diberikan biaya perjalanan dinas 

adalah perjalanan dinas lebih dari 8 (delapan) jam.

(3) Perjalanan dinas dalam kota selama 1 (satu) hari yang dapat dikategorikan 

lebih dari 8 (delapan) jam berupa kegiatan :



1. Menghadiri Rapat yang jadw al/tentatif acara telah ditentukan melebihi 

6 (enam) jam  dan dilampirkan dalam SPD.

2. Intensifikasi pajak daerah kepada lebih dari 6 (enam) wajib pajak;

3. Penertiban pem ungutan pajak dan retribusi derah oleh Badan Keungan 

Daerah;

4. Penegakkan peraturan daerah dan pengemanan kegiatan pemerintah 

daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja; dan

5. Rekonsiliasi data, penginputan dalam aplikasi oleh perangkat daerah 

kecamatan dengan perangkat daerah di ibukota kabupaten.

(4) Perjalanan dinas dalam kota yang kurang dari 8 (delapan) jam  tidak 

mendapatkan uang harian dan hanya diberikan uang transpotasi darat 

sebesar sesuai jarak wilayah, DAN Perjalanan dinas antar desa dalam  

wilayah kecamatan hanya dapat diberikan uang transportasi sebesar Rp. 

100.000.- (seratus ribu rupiah).

(5) Dalam hal perjalanan dinas dalam kota dan luar kota menggunakan 

kendaraan dinas, maka biaya pengganti transport diberikan dalam bentuk  

biaya bahan bakar minyak sesuai dengan kebutuhan jarak tempuh yang  

dibayarkan sesuai biaya riil ditransfer ke rekening pelaksana SPD dan 

dibayarkan tunai ke SPBU dengan bukti struk SPBU.

(6) Biaya penginapan sebagaim ana dimaksud pada ay at (1) huruf d diberikan 

dalam rangka perjalanan dinas yang lebih dari 1 (satu) hari dalam 1 (satu) 

wilayah kecamatan dengan tarif penginapan sebesar Rp. 500 .000.- (lima 

ratus ribu rupiah) per malam.

(7) Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku ketentuan sebagai b er ik u t:

a. Pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh  

persen) dari tarif penginapan yang ditetapkan.

b. Biaya penginapan sebagaim ana dimaksud pada huruf a dibayarkan 

secara lumpsum  dengan pem indahbukuan atau dengan transaksi 

melalui teller bank ke rekening pelaksana SPD.

(8) Besaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dibayarkan secara lum psum  ditransfer ke rekening pelaksana SPD.

(1) K husus untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan, Bimbingan Teknis dan 

sejenisnya dalam rangka peningkatan sumber daya m anusia yang 

dibiayanya melalui kontribusi peserta dan atau ditanggung penuh oleh 

panitia dan tidak mendapatkan biaya uang harian dari panitia, diberikan

Pasal 13



uang harian diklat serta 1 (satu) hari biaya perjalanan dinas pada saat 

keberangkatan dan 1 (satu) hari biaya perjalanan dinas pada saat 

kepulangan sebesar tarif uang harian normal.

(2) Khusus untuk kegiatan rapat koordinasi, sosialisasi dan sejenisnya 

dimana panitia hanya menanggung biaya akomodasi maka dapat diberikan 

biaya perjalanan dinas penuh selama kegiatan dan diberikan 1 (satu) hari 

biaya perjalanan dinas pada saat keberangkatan dan 1 (satu) hari biaya 

perjalanan dinas pada saat kepulangan.

BAB V

TATA CARA PELAKSANAAN 

DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 14

(1) Untuk melakukan perjalanan dinas, Pejabat Negara, DPRD, PNS, PTT, 

lembaga lainnya dan masyarakat harus diberikan SPD dari pejabat yang 

berwenang, menurut format SPD yang telah ditentukan.

(2) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan SPD sekaligus menetapkan 

lamanya perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), serta 

moda transport yang dipergunakan.

Pasal 15

(1) SPD merupakan bukti, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan 

perjalanan dinas.

(2) PNS dan PTT yang melakukan perjalanan dinas luar kota, tidak termasuk 

perjalanan dinas dalam wilayah Provinsi Gorontalo, wajib menyampaikan 

laporan ringkas tentang perjalanan dinas kepada Pejabat yang berwenang.

(3) PNS yang melakukan perjalanan dinas dalam rangka pendidikan pelatihan 

teknis wajib membuat laporan tertulis dalam bentuk karya ilmiah.

(4) Dalam SPD tidak boleh ada penghapusan-penghapusan atau cacat dalam  

tulisan. Perubahan dapat dilakukan dengan coretan dan dibubuhi paraf 

pejabat yang berwenang.

(5) Perhitungan biaya perjalanan dinas dicatat secara terinci dalam nota 

perhitungan perjalanan dinas yang dibuat oleh PPTK dan diketahui oleh 

KPA dari Satuan Kerja Perangkat Daerah.



(6) Pembayaran biaya peijalanan dinas diberikan dalam bentuk kuitansi 

pembayaran yang dibubuhi tanda tangan Bendahara Pengeluaran dan 

pelaksana peijalanan dinas.

(7) Pada SPD d ica ta t:

a. Tanggal berangkat dan tempat kedudukan/tem pat berada dan 

ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang;

b. Tanggal tiba dan berangkat di/dari tempat tujuan dan ditandatangani 

oleh pihak/pejabat di tempat yang di datangi;

c. Tanggal tiba kembali tempat kedudukan/tem pat berada dan 

ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang;

(8) Dalam penerbitan SPD, pejabat yang mengeluarkan perintah peijalanan  

dinas berwenang untuk m enetapkan tingkat biaya peijalanan dinas dan 

alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan peijalanan dinas 

yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan 

peijalanan dinas.

Pasal 16

(1) Dalam hal peijalanan dinas luar kota yang menggunakan transportasi 

udara berlaku ketentuan :

a. hari keberangkatan m endahului tanggal keberangkatan yang ditetapkan 

dalam SPD dan /atau  m enunda hari kepulangan dari tanggal 

kepulangan yang ditetapkan dalam SPD tidak mendapatkan tam bahan  

biaya peijalanan dinas;

b. perhitungan biaya riil peijalanan dinas luar kota diberikan pada tanggal 

keberangkatan dan kepulangan sesuai dengan surat perintah tugas.

Pasal 17

(1) Pembayaran biaya peijalanan dinas dilakukan sebagai berik u t:

a. pembayaran melalui mekanisme UP/GU/TU; dan

b. pembayaran melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS);

(2) Pembayaran biaya peijalanan dinas melalui mekanisme UP/GU/TU yang 

belum m em enuhi bukti pemindahbukuan atau transfer untuk biaya tiket 

dan penginapan maka dapat diberikan panjar sebesar uang harian selama 

peijalanan yang dipindahbukukan ke rekening pelaksana SPD.



(3) Dalam hal bukti pem indahbukuan atau dengan transaksi melalui teller 

bank untuk biaya tiket, penginapan/penginapan, e-tiket, bill/voucher  

penginapan telah dipenuhi oleh pelaksana SPD maka biaya tiket dan atau 

penginapan/penginapan ditransfer ke rekening pelaksana SPD.

(4) Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan dengan pembayaran tidak 

rampung oleh Bendahara Pengeluaran paling lambat tujuh hari setelah  

kepulangan dengan ketentuan sebagai berik u t:

a. Pelaksana SPD menyampaikan seluruh bukti pengeluaran asli kepada

b. PA/KPA melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran  

biaya perjalanan dinas pelaksana SPD yang disampaikan kepada  

Bendahara Pengeluaran.

c. Bukti pengeluaran terdiri d a r i:

1. E-tiket, hording pass, bukti transfer atas pembayaran tiket berupa 

struk transfer APMK atau CDM untuk m Banking/iBanking atau print 

rekening koran untuk transfer dengan sm s banking

2. Bill/voucher penginapan dan bukti transfer atas pembayaran 

penginapan/penginapan berupa struk transfer APMK atau CDM 

untuk m Banking/iBanking atau print rekening koran untuk transfer 

dengan sm s banking.

d. Pelaksana SPD menerima pembayaran SPD melalui pemindahbukuan  

dari rekening bendahara pengeluaran disertai bukti kuitansi.

(5) Pembayaran biaya peijalanan dinas dilakukan dengan mekanisme 

Pembayaran Langsung (LS) sebagaim ana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 

dengan ketentuan :

a. biaya perjalanan dinas telah dapat dipastikan jum lahnya sebelum  

peijalanan dinas dilaksanakan (tidak rampung), berlaku ketentuan:

1. E-tiket, bukti transfer atas pembayaran tiket.

2. Bukti transfer atas pembayaran penginapan/penginapan.

b. perjalanan dinas telah dilakukan sebelum  biaya perjalanan dinas 

dibayarkan (rampung), Bukti pengeluaran terdiri dari:

1. E-tiket, bording pass, bukti transfer atas pembayaran tiket.

2. B ill/voucher penginapan dan bukti transfer atas pembayaran 

penginapan/penginapan.

3. SPD rampung/lengkap.

4. Laporan peijalanan dinas untuk peijalanan dinas luar daerah atau 

dalam daerah untuk tujuan monev.

5. Dokumen pendukung lainnya

PA/KPA;



(6) Apabila telah dilakukan pembayaran dan pelaksana SPD kembali sebelum  

waktu yang ditetapkan dalam SPD, maka selisih biaya perjalanan dinas 

disetor kembali ke kas daerah.

(7) Dalam hal biaya peijalanan dinas dibayarkan sebelum keberangkatan 

melebihi biaya perjalanan dinas yang dikeluarkan, kelebihan tersebut 

harus dikembalikan oleh pelaksana SPD dan disetorkan ke Kas Daerah;

(8) Apabila biaya peijalanan dinas yang dibayarkan kurang dari biaya 

perjalanan dinas yang dikeluarkan, kekurangan tersebut tidak memperoleh 

penggantian.

Pasal 18

( 1)

( 2 )

Pegawai Negeri Sipil yang m elaksanakan peijalanan dinas sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), terlebih dahulu mendapatkan 

pertimbangan dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah 

(BKPPD) Kabupaten Pohuwato melalui usulan Pimpinan Perangkat Daerah. 

Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai mengikuti bimbingan teknis 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memaparkan hasil kegiatan 

yang diikuti dihadapan pejabat yang berwenang.

Pasal 19

Dokumen yang digunakan dalam pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan

dinas adalah :

(1) Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perjalanan Dinas (SPD) yang 

ditandatangani oleh pejabat berwenang;

(2) Dokumen Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan 

ayat (2);

(3) Pertimbangan dari pejabat berwenang dalam bentuk Telaahan Staf;

(4) Tiket dalam bentuk tiket dan /atau  e-tiket, boarding pass, bill atau voucher 

penginapan/penginapan, serta bukti pemindahbukuan atas pembayaran 

tiket dan penginapan ke rekening managemen penginapan/penginapan  

atau biro peijalanan.

(5) Laporan pelaksanaan perjalanan dinas untuk peijalanan dinas luar kota 

dan peijalanan dinas dalam kota untuk tujuan monev.

Paraf
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(6) Foto dokumentasi perjalanan dinas minimal 1 (satu) foto ditempat tujuan 

perjalanan dinas untuk perjalanan dinas luar kota diluar wilayah Provinsi 

Gorontalo.

(7) Dalam hal tempat tujuan perjalanan dinas lebih dari 1 (satu) tempat, maka 

mewajibkan foto dokumentasi sesuai jum lah tempat tujuan.

(1) Pejabat yang berwenang bertanggungjawab atas tertib administrasi 

pelaksanan Peraturan Bupati ini.

(2) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas 

untuk keadaan yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta 

mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jum lah orang, 

dan lamanya perjalanan dinas.

(3) Undangan dan /atau  permintaan yang berasal dari Lembaga, Yayasan dan 

non Pemerintah lainnya tidak wajib untuk dipenuhi, kecuali ada 

pertimbangan lain dari Sekretaris Daerah.

(4) Pelaksana SPD atau pihak-pihak yang bertanggungjawab atas kerugian 

daerah sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian, atau kealpaan dari yang 

bersangkutan sehubungan dengan perjalanan dinas berkenaan.

(5) Terhadap kesalahan, kelalaian, dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) dikenakan tuntutan ganti rugi dan /atau  tindakan lainnya 

berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

(1) Peraturan Bupati ini berlaku terhadap kegiatan yang mengakibatkan 

pengeluaran yang mendatangkan dan atau memberangkatkan dalam 

belanja transportasi, akomodasi dan uang saku tenaga ahli, narasumber, 

masyarakat.

(2) Tata cara pelaksanaan perjalanan dinas yang bersumber dari Dana 

Kapitasi Jam inan Kesehatan Nasional, Dana Bantuan Operasional 

Kesehatan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diatur lebih lanjut 

secara teknis oleh Perangkat Daerah terkait.

Pasal 20

BAB VI
KETENTUAN LAIN

Pasal 21



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannnya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa

Diundangkan di Marisa 

pada tanggal . 5 Januari 2021

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2021 NOMOR2



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI POHUWATO 

NOMOR : 2 TAHUN 2021

TANGGAL : 5 J a n u a r i  2021

TENTANG : PENETAPAN PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR KOTA 

BAGI PEJABAT NEGARA, DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL, 

PEMERINTAH DESA, PEGAWAI TIDAK TETAP, LEMBAGA 

LAINNYA DAN MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2021.

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS

NO. PROVINSI SAT
UAN LUAR KOTA

DALAM 
KOTA LEBIH 

DARI 8 
(DELAPAN) 

JAM

DIKLAT

(*) “ P T (3) (4) (5) (6)
1. ACEH OH Rp 360.000 Rp 140.000 Rp 110.000
2. SUMATERA UTARA OH Rp 370.000 Rp 150.000 Rp 110.000
3. RIAU OH Rp 370.000 Rp 150.000 Rp 110.000
4. KEPULAUAN RIAU OH Rp 370.000 Rp 150.000 Rp 110.000
5. JAMBI OH Rp 370.000 Rp 150.000 Rp 110.000
6. SUMATERA BARAT OH Rp 380.000 Rp 150.000 Rp 110.000
7. SUMATERA SELATAN OH Rp 380.000 Rp 150.000 Rp 110.000
8. LAMPUNG OH Rp 380.000 Rp 150.000 ”Rp~Tl 0 .000
9. BENGKULU OH Rp 380.000 Rp 150.000 Rp 110.000
10. BANGKA BELITUNG OH Rp 410.000 Rp 160.000 Rp 120.000
11. 0ANTEN OH Rp 370.000 Rp 150.000 Rp 110.000
12. JAWA BARAT OH Rp 430.000 Rp 170.000 Rp 130.000
13. D.K.I. JAKARTA OH Rp 530.000 Rp 210.000 Rp 160.000
14. |jAWA TENGAH OH Rp 370.000 Rp 150.000 Rp 110.000
15. D.I. YOGYAKARTA OH Rp 420.000 Rp 170.000 Rp 130.000

1G. JAWA TIMUR OH Rp 410.000 Rp 160.000 Rp 120.000
17. BALI OH Rp 480.000 Rp 190.000 Rp 140.000
18. NUSA TENGGARA 

BARAT
OH Rp 440.000 Rp 180.000 Rp 130.000

19. NUSA TENGGARA 
TIMUR

OH Rp 430.000 Rp 170.000 Rp 130.000

20. KALIMANTAN BARAT OH Rp 380.000 Rp 150.000 Rp 110.000
21. KALIMANTAN TENGAH OH Rp 360.000 Rp 140.000 Rp 110.000
22. KALIMANTAN SELATAN OH Rp 380.000 Rp 150.000 Rp 110.000
23. KALIMANTAN TIMUR OH Rp 430.000 Rp 170.000 Rp 130.000
24. KALIMANTAN UTARA OH Rp 430.000 Rp 170.000 Rp 130.000

“ 3 5 7 SULAWESI UTARA OH Rp 370.000 Rp 150.000 Rp 11O.0OO
26. GORONTALO OH Rp 370.000 Rp 150.000 Rp 110.000

27. SULAWESI BARAT OH Rp 410.000 Rp 160.000 Rp 120.000
28. SULAWESI SELATAN OH Rp 430.000 Rp 170.000 Rp 130.000
29. SULAWESI TENGAH OH Rp 370.000 Rp 150.000 Rp 110.0OO

Paraf



30 .
SULAWESI TENGGARA

OH Rp 380.000 Rp 150.000 Rp 110.000

31. MALUKU OH Rp 380.000 Rp 150.000 Rp 110.000

32. MALUKU UTARA OH Rp 430.000 Rp 170.000 Rp 130.000

33. PAPUA OH Rp 580.000 Rp 230.000 Rp 170.000

34. PAPUA BARAT OH Rp 480.000 Rp 190.000 Rp 140.000



UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO. URAIAN SATUAN LUAR KOTA
DALAM KOTA 

LEBIH DARI 8 
(DELAPAN) JAM

(i) (2) (3) (4) (5)

1. KDH/WKDH /  Pimpinan 
DPRD

OH Rp 2 5 0 .0 0 0 Rp 1 2 5 .0 0 0

2. Pejabat Eselon I OH Rp 2 0 0 .0 0 0 Rp 1 0 0 .0 0 0

3 . Anggota DPRD dan Pejabat 
Eselon II

OH Rp 1 5 0 .0 0 0 Rp 7 5 .0 0 0



SA T U A N  BIAYA TIKET PE SA W A T  PE R JA L A N A N  D IN A S DALAM  N E G E R I

PERGI PULANG (BATAS TERTINGGI)

NO. KOTA SATUAN BIAYA TIKET
ASAL TUJUAN BISNIS EKONOM I

J 1 L _________(2) (3) (4) (5)
1. JAKARTA AMBON Rp 1 3 .2 8 5 .0 0 0 Rp 7 .0 8 1 .0 0 0
2. JAKARTA BALIKPAPAN Rp 7 .4 1 2 .0 0 0 Rp 3 .7 9 7 .0 0 0
3. JAKARTA BANDA ACEH Rp 7 .5 1 9 .0 0 0 Rp 4 .4 9 2 .0 0 0
4. JAKARTA BANDAR

LAMPUNG
Rp 2 .4 0 7 .0 0 0 Rp 1 .5 8 3 .0 0 0

5. JAKARTA BANJARMASIN Rp 5 .2 5 2 .0 0 0 Rp 2 .9 9 5 .0 0 0
6. JAKARTA BATAM Rp 4 .8 6 7 .0 0 0 Rp 2 .8 8 8 .0 0 0
7. JAKARTA BENGKULU Rp 4 .3 6 4 .0 0 0 Rp 2 .6 2 1 .0 0 0
8. JAKARTA BIAK Rp 1 4 .0 6 5 .0 0 0 Rp 7 .5 1 9 .0 0 0
9. JAKARTA DENPASAR Rp 5 .3 0 5 .0 0 0 Rp 3 .2 6 2 .0 0 0
10. JAKARTA GORONTALO Rp 7 .2 3 1 .0 0 0 Rp 4 .8 2 4 .0 0 0

11. JAKARTA JAMBI Rp 4 .0 6 5 .0 0 0 Rp 2 .4 6 0 .0 0 0

12. JAKARTA JAYAPURA Rp 1 4 .5 6 8 .0 0 0 Rp 8 .1 9 3 .0 0 0
13. JAKARTA YOGYAKARTA Rp 4 .1 0 7 .0 0 0 Rp 2 .2 6 8 .0 0 0
14. JAKARTA KENDARI Rp 7 .6 5 8 .0 0 0 Rp 4 .1 8 2 .0 0 0

15 JAKARTA KUPANG Rp 9 .4 1 3 .0 0 0 Rp 5 .0 8 1 .0 0 0

16. JAKARTA MAKASSAR Rp 7 .4 4 4 .0 0 0 Rp 3 .8 2 9 .0 0 0

17. JAKARTA MALANG Rp 4 .5 9 9 .0 0 0 Rp 2 .6 9 5 .0 0 0

18. JAKARTA MAMUJU Rp 7 .2 9 5 .0 0 0 Rp 4 .8 6 7 .0 0 0

19. JAKARTA MANADO Rp 1 0 .8 2 4 .0 0 0 Rp 5 .1 0 2 .0 0 0

20. JAKARTA MANOKWARI Rp 1 6 .2 2 6 .0 0 0 Rp 1 0 .8 2 4 .0 0 0

21. JAKARTA MATARAM Rp 5 .3 1 6 .0 0 0 Rp 3 .2 3 0 .0 0 0

22. JAKARTA MEDAN Rp 7 .2 5 2 .0 0 0 Rp 3 .8 0 8 .0 0 0

23. JAKARTA PADANG Rp 5 .5 3 0 .0 0 0 Rp 2 .9 5 2 .0 0 0

24. JAKARTA PALANGKARAYA Rp 4 .9 8 4 .0 0 0 Rp 2 .9 8 4 .0 0 0

25. JAKARTA PALEMBANG Rp 3 .8 6 1 .0 0 0 Rp 2 .2 6 8 .0 0 0

26. JAKARTA PALU Rp 9 .3 4 8 .0 0 0 Rp 5 .1 1 3 .0 0 0

27. JAKARTA PANGKAL
PINANG

Rp 3 .4 1 2 .0 0 0 Rp 2 .1 3 9 .0 0 0

28. JAKARTA PEKANBARU Rp 5 .5 8 3 .0 0 0 Rp 3 .0 1 6 .0 0 0

29. JAKARTA PONTIANAK Rp 4 .3 5 3 .0 0 0 Rp 2 .7 8 1 .0 0 0

30. JAKARTA SEMARANG Rp 3 .8 6 1 .0 0 0 Rp 2 .1 8 2 .0 0 0

31. JAKARTA SOLO Rp 3 .8 6 1 .0 0 0 Rp 2 .3 4 2 .0 0 0

32. JAKARTA SURABAYA Rp 5 .4 6 6 .0 0 0 Rp 2 .6 7 4 .0 0 0

33. JAKARTA TERNATE Rp 1 0 .0 0 1 .0 0 0 Rp 6 .6 6 4 .0 0 0

34. JAKARTA TIMIKA Rp 1 3 .8 3 0 .0 0 0 Rp 7 .4 8 7 .0 0 0

35. AMBON DENPASAR RP 8 .0 5 4 .0 0 0 RP 4 .4 7 1 .0 0 0

36. AMBON JAYAPURA Rp 7 .4 3 4 .0 0 0 Rp 4 .1 6 1 .0 0 0

37. AMBON KENDARI Rp 4 .8 2 4 .0 0 0 Rp 2 .8 5 6 .0 0 0

38. AMBON MAKASSAR Rp 6 .0 2 2 .0 0 0 Rp 3 .4 5 5 .0 0 0

39. AMBON MANO KWARI Rp 5 .1 7 7 .0 0 0 Rp 3 .0 2 7 .0 0 0



40. AMBON PALU Rp 6 .1 4 0 .0 0 0 Rp 3 .5 0 8 .0 0 0
41 AMBON SORONG Rp 3 .6 3 7 .0 0 0 Rp 2 .2 5 7 .0 0 0
42. AMBON SURABAYA Rp 8 .8 0 3 .0 0 0 Rp 4 .8 4 5 .0 0 0
43. AMBON TERNATE Rp 4 .0 2 2 .0 0 0 Rp 2 .4 4 9 .0 0 0
44. BALIKPAPAN BANDA ACEH Rp 1 2 .7 3 9 .0 0 0 Rp 6 .7 4 9 .0 0 0
45. BALIKPAPAN BATAM Rp 1 0 .3 5 4 .0 0 0 Rp 5 .3 0 5 .0 0 0
46. BALIKPAPAN DENPASAR Rp 1 0 .7 3 9 .0 0 0 Rp 5 .6 4 8 .0 0 0
47. BALIKPAPAN JAYAPURA Rp 1 9 .0 7 1 .0 0 0 Rp 1 0 .0 8 6 .0 0 0
48. BALIKPAPAN YOGYAKARTA Rp 9 .6 6 9 .0 0 0 Rp 4 .7 4 9 .0 0 0
49. BALIKPAPAN MAKASSAR Rp 1 2 .6 6 4 .0 0 0 Rp 6 .1 5 0 .0 0 0
50. BALIKPAPAN MANADO Rp 1 5 .7 0 2 .0 0 0 Rp 7 .2 9 5 .0 0 0
51. BALIKPAPAN MEDAN Rp 1 2 .4 9 3 .0 0 0 Rp 6 .1 4 0 .0 0 0
52. BALIKPAPAN PADANG Rp 1 0 .9 4 2 .0 0 0 Rp 5 .3 6 9 .0 0 0

53. BALIKPAPAN PALEMBANG Rp 9 .4 4 5 .0 0 0 Rp 4 .7 4 9 .0 0 0
54. BALIKPAPAN PEKANBARU Rp 1 0 .9 9 6 .0 0 0 Rp 5 .4 2 3 .0 0 0

55. BALIKPAPAN SEMARANG Rp 9 .4 4 5 .0 0 0 Rp 4 .6 7 4 .0 0 0

|5 6 . BALIKPAPAN SOLO Rp 9 .4 4 5 .0 0 0 Rp 4 .8 1 3 .0 0 0

57. BALIKPAPAN S URABAYA Rp 1 0 .8 8 9 .0 0 0 Rp 5 .1 1 3 .0 0 0

58. BALIKPAPAN TIMIKA Rp 1 8 .4 0 8 .0 0 0 Rp 9 .4 4 5 .0 0 0

59. BANDA ACEH DENPASAR Rp 1 0 .8 3 5 .0 0 0 Rp 6 .2 7 9 .0 0 0

60. BANDA ACEH JAYAPURA Rp 1 9 .1 6 7 .0 0 0 Rp 1 0 .7 1 7 .0 0 0

61. BANDA ACEH YOGYAKARTA Rp 9 .7 6 5 .0 0 0 Rp 5 .3 8 0 .0 0 0

62. BANDA ACEH MAKASSAR Rp 1 2 .7 6 0 .0 0 0 Rp 6 .7 8 1 .0 0 0

63. BANDA ACEH MANADO Rp 1 5 .7 9 8 .0 0 0 Rp 7 .9 2 6 .0 0 0

64. BANDA ACEH PONTIANAK Rp 9 .9 9 0 .0 0 0 Rp 5 .8 4 0 .0 0 0

65. BANDA ACEH SEMARANG Rp 9 .5 3 0 .0 0 0 Rp 5 .3 0 5 .0 0 0

66. BANDA ACEH SOLO RP 9 .5 3 0 .0 0 0 Rp 5 .4 4 4 .0 0 0

67. BANDA ACEH SURABAYA Rp 1 0 .9 8 5 .0 0 0 Rp 5 .7 4 4 .0 0 0

68. BANDA ACEH TIMIKA Rp 1 8 .5 0 4 .0 0 0 Rp 1 0 .0 7 6 .0 0 0

^ 9 . BANDAR
LAMPUNG

BALIKPAPAN Rp 8 .1 2 9 .0 0 0 Rp 4 .1 2 9 .0 0 0

70. BANDAR
LAMPUNG

BANDA ACEH Rp 8 .2 2 5 .0 0 0 Rp 4 .7 6 0 .0 0 0

71. BANDAR
LAMPUNG

BANJARMASIN Rp 6 .1 9 3 .0 0 0 Rp 3 .4 1 2 .0 0 0

72. BANDAR
LAMPUNG

BATAM Rp 5 .8 4 0 .0 0 0 Rp 3 .3 1 6 .0 0 0

73. BANDAR
LAMPUNG

BIAK Rp 1 4 .1 1 9 .0 0 0 Rp 7 .4 8 7 .0 0 0

74. BANDAR
LAMPUNG

DENPASAR Rp 6 .2 3 6 .0 0 0 Rp 3 .6 4 7 .0 0 0

75. BANDAR
LAMPUNG

JAYAPURA Rp 1 4 .5 6 8 .0 0 0 Rp 8 .0 9 7 .0 0 0

76. BANDAR
LAMPUNG

YOGYAKARTA Rp 5 .1 5 5 .0 0 0 Rp 2 .7 6 0 .0 0 0

77. BANDAR
LAMPUNG

KENDARI Rp 8 .3 5 4 .0 0 0 Rp 4 .4 8 2 .0 0 0

78. BANDAR
LAMPUNG

MAKASSAR Rp 8 .1 6 1 .0 0 0 Rp 4 .1 6 1 .0 0 0



«

79. BANDAR
LAMPUNG

MALANG Rp 5 .5 9 4 .0 0 0 Rp 3 .1 3 4 .0 0 0

80. BANDAR
LAMPUNG

MANADO Rp 1 1 .1 9 9 .0 0 0 Rp 5 .3 0 5 .0 0 0

81. BANDAR
LAMPUNG

MATARAM Rp 6 .2 4 6 .0 0 0 Rp 3 .6 2 6 .0 0 0

82. BANDAR
LAMPUNG

MEDAN Rp 7 .9 7 9 .0 0 0 Rp 4 .1 5 0 .0 0 0

83. BANDAR
LAMPUNG

PADANG Rp 6 .4 3 9 .0 0 0 Rp 3 .3 8 0 .0 0 0

84. BANDAR
LAMPUNG

PALANGKARAYA Rp 5 .9 4 7 .0 0 0 Rp 3 .4 0 1 .0 0 0

85. BANDAR
LAMPUNG

PALEMBANG Rp 4 .9 3 1 .0 0 0 Rp 2 .7 6 0 .0 0 0

86. BANDAR
LAMPUNG

PEKANBARU Rp 6 .4 8 2 .0 0 0 Rp 3 .4 3 3 .0 0 0

87. BANDAR
LAMPUNG

PONTIANAK Rp 5 .3 8 0 .0 0 0 Rp 3 .2 2 0 0 0 0

88. BANDAR
LAMPUNG

SEMARANG Rp 4 .9 3 1 .0 0 0 Rp 2 .6 8 5 .0 0 0

89. BANDAR
LAMPUNG

SOLO Rp 4 .9 3 1 .0 0 0 Rp 2 .8 2 4 .0 0 0

90. BANDAR
LAMPUNG

SURABAYA Rp 6 .3 8 6 .0 0 0 Rp 3 .1 2 3 .0 0 0

91. BANDAR
LAMPUNG

TIMIKA Rp 1 3 .9 0 5 .0 0 0 Rp 7 .4 5 5 .0 0 0

92. BANDUNG BATAM Rp 6 .2 8 9 .0 0 0 Rp 3 .5 8 3 .0 0 0

93. BANDUNG DENPASAR Rp 5 .6 2 6 .0 0 0 Rp 3 .2 5 2 .0 0 0

94. BANDUNG JAKARTA Rp 2 .0 6 4 .0 0 0 Rp 1 .4 7 6 .0 0 0

95. BANDUNG JAMBI Rp 5 .0 0 6 .0 0 0 Rp 2 .9 4 1 .0 0 0

96. BANDUNG YOGYAKARTA Rp 3 .3 6 9 .0 0 0 Rp 2 .1 2 9 .0 0 0

97. BANDUNG PADANG Rp 6 .1 2 9 .0 0 0 Rp 3 .5 0 8 .0 0 0

98. BANDUNG PALEMBANG Rp 4 .3 8 5 .0 0 0 Rp 2 .6 3 1 .0 0 0

199. BANDUNG PANGKAL
PINANG

Rp 4 .5 9 9 .0 0 0 Rp 2 .7 3 8 .0 0 0

100. BANDUNG PEKANBARU Rp 6 .5 2 5 .0 0 0 Rp 3 .7 0 1 .0 0 0

101. BANDUN G SEMARANG Rp 3 .0 2 7 .0 0 0 Rp 1 .9 5 7 .0 0 0

102. BANDUNG SOLO Rp 3 .6 4 7 .0 0 0 Rp 2 .2 6 8 .0 0 0

103. BANDUNG SURABAYA Rp 4 .8 2 4 .0 0 0 Rp 2 .8 5 6 .0 0 0

104. BANDUNG TANJUNG
PANDAN

Rp 4 .4 3 9 .0 0 0 Rp 2 .6 6 3 .0 0 0

105. BANJARMASIN BANDA ACEH Rp 1 0 .7 9 2 .0 0 0 Rp 6 .0 2 2 .0 0 0

106. BANJARMASIN BATAM Rp 8 .4 0 7 .0 0 0 Rp 4 .5 7 8 .0 0 0

107. BANJARMASIN BIAK Rp 1 6 .6 8 6 .0 0 0 Rp 8 .7 4 9 .0 0 0

108. BANJARMASIN DENPASAR Rp 8 .7 9 2 .0 0 0 RP 4 .9 2 0 .0 0 0

109. BANJARMASIN JAYAPURA Rp 1 7 .1 3 5 .0 0 0 Rp 9 .3 5 9 .0 0 0

110. BANJARMASIN YOGYAKARTA Rp 7 .7 2 3 .0 0 0 Rp 4 .0 2 2 .0 0 0

111. BANJARMASIN MEDAN Rp 1 0 .5 4 6 .0 0 0 Rp 5 .4 1 2 .0 0 0

112. BANJARMASIN PADANG Rp 9 .0 0 6 .0 0 0 Rp 4 .6 4 2 .0 0 0

113. BANJARMASIN PALEMBANG Rp 7 .4 9 8 .0 0 0 Rp 4 .0 2 2 .0 0 0

114. BANJARMASIN PEKANBARU Rp 9 .0 4 9 .0 0 0 Rp 4 .6 9 6 .0 0 0



115. BANJARMASIN SEMARANG Rp 7 .4 9 8 .0 0 0 Rp 3 .9 5 8 .0 0 0
16. BANJARMASIN SOLO Rp 7 .4 9 8 .0 0 0 Rp 4 .0 9 7 .0 0 0

117. BANJARMASIN SURABAYA Rp 8 .9 4 2 .0 0 0 Rp 4 .3 8 5 .0 0 0
118. BANJARMASIN TIMIKA Rp 1 6 .4 7 2 .0 0 0 Rp 8 .7 1 7 .0 0 0
119. BATAM BANDA ACEH Rp 1 0 .4 3 9 .0 0 0 Rp 5 .9 3 6 .0 0 0
120. BATAM DENPASAR Rp 8 .4 5 0 .0 0 0 Rp 4 .8 2 4 .0 0 0
121. BATAM JAYAPURA Rp 1 6 .7 8 2 .0 0 0 Rp 9 .2 6 3 .0 0 0
122. BATAM YOGYAKARTA Rp 7 .3 7 0 .0 0 0 Rp 3 .9 3 6 .0 0 0
123. BATAM MAKASSAR Rp 1 0 .3 7 5 .0 0 0 Rp 5 .3 3 7 .0 0 0
124. BATAM MANADO Rp 1 3 .4 1 3 .0 0 0 Rp 6 .4 8 2 .0 0 0
125. BATAM MEDAN Rp 1 0 .1 9 3 .0 0 0 Rp 5 .3 1 6 .0 0 0
126. BATAM PADANG Rp 8 .6 5 3 .0 0 0 Rp 4 .5 4 6 .0 0 0
127. BATAM PALEMBANG Rp 7 .1 4 5 .0 0 0 Rp 3 .9 3 6 .0 0 0
128. BATAM PEKANBARU Rp 8 .7 0 7 .0 0 0 Rp 4 .5 9 9 .0 0 0

129. BATAM PONTIANAK Rp 7 .5 9 4 .0 0 0 Rp 4 .3 9 6 .0 0 0

130. BATAM SEMARANG Rp 7 .1 4 5 .0 0 0 Rp 3 .8 6 1 .0 0 0

I&LBATAM SOLO Rp 7 .1 4 5 .0 0 0 Rp 4 .0 0 0 .0 0 0

'132. BATAM SURABAYA Rp 8 .6 0 0 .0 0 0 Rp 4 .3 0 0 .0 0 0

133. BATAM TIMIKA Rp 1 6 .1 1 9 .0 0 0 Rp 8 .6 2 1 .0 0 0

134. BENGKULU PALEMBANG Rp 2 .8 9 9 .0 0 0 Rp 1 .8 9 3 .0 0 0

135. BIAK BALIKPAPAN Rp 1 8 .6 2 2 .0 0 0 Rp 9 .4 7 7 .0 0 0

136. BIAK BANDA ACEH Rp 1 8 .7 1 8 .0 0 0 Rp 1 0 .1 0 8 .0 0 0

137. BIAK BATAM Rp 1 6 .3 3 3 .0 0 0 Rp 8 .6 6 4 .0 0 0

138. BIAK DENPASAR Rp 1 6 .7 2 9 .0 0 0 Rp 8 .9 9 5 .0 0 0

139. BIAK JAYAPURA Rp 3 .6 1 5 .0 0 0 Rp 2 .3 2 1 .0 0 0

140. BIAK YOGYAKARTA Rp 1 5 .6 4 8 .0 0 0 Rp 8 .1 0 8 .0 0 0

141. BIAK MANADO Rp 1 1 .7 3 4 .0 0 0 Rp 6 .3 5 3 .0 0 0

142. BIAK MEDAN Rp 1 8 .4 7 2 .0 0 0 Rp 9 .4 9 8 .0 0 0

143. BIAK PADANG Rp 1 6 .9 3 2 .0 0 0 Rp 8 .7 2 8 .0 0 0

tf.44. BIAK PALEMBANG Rp 1 5 .4 2 4 .0 0 0 Rp 8 .1 0 8 .0 0 0

* 4 5 . BIAK PEKANBARU Rp 1 6 .9 8 5 .0 0 0 Rp 8 .7 8 1 .0 0 0

146. BIAK PONTIANAK Rp 1 5 .8 7 3 .0 0 0 Rp 8 .5 6 8 .0 0 0

147. BIAK SURABAYA Rp 1 2 .7 8 2 .0 0 0 Rp 7 .0 8 1 .0 0 0

148. BIAK TIMIKA RP 5 .8 0 8 .0 0 0 Rp 3 .4 4 4 .0 0 0

149. DENPASAR JAYAPURA Rp 1 1 .6 8 0 .0 0 0 Rp 6 .8 4 5 .0 0 0

150. DENPASAR KUPANG Rp 5 .0 9 1 .0 0 0 Rp 2 .9 5 2 .0 0 0

151. DENPASAR MAKASSAR Rp 4 .1 8 2 .0 0 0 Rp 2 .6 3 1 .0 0 0

152. DENPASAR MANADO Rp 7 .8 5 1 .0 0 0 Rp 4 .2 7 8 .0 0 0

153. DENPASAR MATARAM Rp 1 .8 4 0 .0 0 0 Rp 1 .3 9 0 .0 0 0

154. DENPASAR MEDAN Rp 1 0 .5 8 9 .0 0 0 Rp 5 .6 5 8 .0 0 0

155. DENPASAR PADANG Rp 9 .0 4 9 .0 0 0 Rp 4 .8 8 8 .0 0 0

156. DENPASAR PALANGKARAYA Rp 8 .5 5 7 .0 0 0 Rp 4 .9 0 9 .0 0 0

157. DENPASAR PALEMBANG Rp 7 .5 4 1 .0 0 0 Rp 4 .2 7 8 .0 0 0

158. DENPASAR PEKANBARU Rp 9 .0 9 2 .0 0 0 Rp 4 .9 4 2 .0 0 0

159. DENPASAR PONTIANAK Rp 7 .9 9 0 .0 0 0 Rp 4 .7 3 8 .0 0 0

160. DENPASAR TIMIKA Rp 1 0 .1 4 0 .0 0 0 Rp 6 .1 2 9 .0 0 0

161. JAMBI BALIKPAPAN Rp 7 .7 3 3 .0 0 0 Rp 4 .4 0 7 .0 0 0



162. JAMBI BANJARMASIN Rp 7 .6 9 0 .0 0 0 Rp 4 .1 9 3 .0 0 0
163. JAMBI DENPASAR Rp 7 .7 3 3 .0 0 0 Rp 4 .4 3 9 .0 0 0
164. JAMBI YOGYAKARTA Rp 6 .6 5 3 .0 0 0 Rp 3 .5 5 1 .0 0 0
165. JAMBI KUPANG Rp 1 1 .4 3 4 .0 0 0 Rp 6 .0 7 5 .0 0 0
166. JAMBI MAKASSAR Rp 9 .6 5 9 .0 0 0 Rp 4 .9 5 2 .0 0 0
167. JAMBI MALANG Rp 7 .0 9 1 .0 0 0 Rp 3 .9 2 5 .0 0 0
168. JAMBI MANADO Rp 1 2 ,7 0 7 .0 0 0 Rp 6 .0 9 7 .0 0 0
169. JAMBI PALANGKARAYA Rp 7 .4 4 4 .0 0 0 Rp 4 .1 9 3 .0 0 0 , 0 0
170. JAMBI PONTIANAK Rp 6 .8 7 8 .0 0 0 Rp 4 .0 1 1 .0 0 0
171. JAMBI SEMARANG Rp 6 .4 2 8 .0 0 0 Rp 3 .4 7 6 .0 0 0
172. JAMBI SOLO Rp 6 .4 2 8 .0 0 0 Rp 3 .6 1 5 .0 0 0
t73. JAMBI SURABAYA Rp 7 .8 8 3 .0 0 0 Rp 3 .9 1 5 .0 0 0
174. JAYAPURA YOGYAKARTA Rp 1 3 .2 7 4 .0 0 0 Rp 7 .6 9 0 .0 0 0
175. JAYAPURA MANADO Rp 2 2 .1 0 9 .0 0 0 Rp 1 1 .2 6 3 .0 0 0
176. JAYAPURA MEDAN Rp 1 8 .9 3 2 .0 0 0 Rp 1 0 .0 9 7 .0 0 0
177. JAYAPURA PADANG Rp 1 7 .3 8 1 .0 0 0 Rp 9 .3 2 7 .0 0 0

1178. JAYAPURA PALEMBANG Rp 1 5 .8 7 3 .0 0 0 Rp 8 .7 1 7 .0 0 0
179. JAYAPURA PEKANBARU Rp 1 7 .4 3 5 .0 0 0 Rp 9 .3 8 0 .0 0 0
180. JAYAPURA PONTIANAK Rp 1 6 .3 2 2 .0 0 0 Rp 9 .1 7 7 .0 0 0

181. JAYAPURA TIMIKA Rp 3 .6 1 5 .0 0 0 Rp 2 .2 8 9 .0 0 0

182. YOGYAKARTA DENPASAR Rp 3 .8 6 1 .0 0 0 Rp 2 .4 8 1 .0 0 0

183. YOGYAKARTA MAKASSAR Rp 6 .5 2 5 .0 0 0 Rp 3 .8 9 3 .0 0 0

184. YOGYAKARTA MANADO Rp 1 0 .5 3 6 .0 0 0 Rp 5 .7 2 2 .0 0 0

185. YOGYAKARTA MEDAN Rp 9 .5 1 9 .0 0 0 Rp 4 .7 7 0 .0 0 0

186. YOGYAKARTA PADANG Rp 7 .9 6 9 .0 0 0 Rp 4 .0 0 0 .0 0 0

187. YOGYAKARTA PALEMBANG Rp 6 .4 6 0 .0 0 0 Rp 3 .3 8 0 .0 0 0

188. YOGYAKARTA PEKANBARU Rp 8 .0 2 2 .0 0 0 Rp 4 .0 5 4 .0 0 0

189. YOGYAKARTA PONTIANAK Rp 6 .9 1 0 .0 0 0 Rp 3 .8 4 0 .0 0 0

190. YOGYAKARTA TIMIKA Rp 1 1 .8 9 4 .0 0 0 Rp 7 .0 3 8 .0 0 0

191. KENDARI BANDA ACEH Rp 1 2 .9 5 3 .0 0 0 Rp 7 .1 0 2 .0 0 0

192. KENDARI BATAM Rp 1 0 .5 6 8 .0 0 0 Rp 5 .6 5 8 .0 0 0

193. KENDARI DENPASAR Rp 5 .4 5 5 .0 0 0 Rp 3 .2 7 3 .0 0 0

194. KENDARI YOGYAKARTA Rp 8 .1 2 9 .0 0 0 Rp 4 .7 0 6 .0 0 0

195. KENDARI PADANG Rp 1 1 .1 6 7 .0 0 0 Rp 5 .7 2 2 .0 0 0

196. KENDARI PALEMBANG Rp 9 .6 5 9 .0 0 0 Rp 5 .1 0 2 .0 0 0

197. KENDARI PEKANBARU Rp 1 1 .2 2 0 .0 0 0 Rp 5 .7 7 6 .0 0 0

198. KENDARI SEMARANG Rp 9 .6 5 9 .0 0 0 Rp 5 .0 2 7 .0 0 0

199. KENDARI SOLO Rp 9 .6 5 9 .0 0 0 Rp 5 .1 6 6 .0 0 0

200. KENDARI SURABAYA Rp 1 1 .1 0 3 .0 0 0 Rp 5 .4 6 6 .0 0 0

201. KENDARI TIMIKA Rp 1 8 .6 3 3 .0 0 0 Rp 9 .7 9 8 .0 0 0

202. KUPANG JAYAPURA Rp 1 4 .3 8 6 .0 0 0 Rp 8 .1 0 8 .0 0 0

203. KUPANG YOGYAKARTA Rp 7 .3 4 8 .0 0 0 Rp 4 .1 8 2 .0 0 0

204. KUPANG MAKASSAR Rp 7 .6 3 7 .0 0 0 Rp 4 .3 1 1 .0 0 0

205. KUPANG MANADO Rp 1 1 .6 4 8 .0 0 0 Rp 6 .1 4 0 .0 0 0

206. KUPANG 1 SURABAYA Rp 6 .7 4 9 .0 0 0 Rp 3 .7 2 2 .0 0 0

207. MAKASSAR BIAK Rp 8 .4 9 3 .0 0 0 Rp 4 .9 3 1 .0 0 0

208. MAKASSAR JAYAPURA Rp 1 0 .1 9 3 .0 0 0 Rp 5 .7 8 7 .0 0 0



209. MAKASSAR KENDAR1 Rp 2 .6 6 3 .0 0 0 Rp 1 .7 8 6 .0 0 0
210. MAKASSAR MANADO Rp 5 .3 2 7 .0 0 0 Rp 2 .9 0 9 .0 0 0
211. MAKASSAR TIMIKA Rp 1 1 .7 2 3 .0 0 0 Rp 6 .5 6 7 .0 0 0
212. MAKASSAR GORONTALO Rp 5 .5 0 0 .0 0 0 Rp 3 .0 0 0 .0 0 0
213. MALANG BALIKPAPAN Rp 1 0 .1 0 8 .0 0 0 Rp 5 .1 3 4 .0 0 0
214. MALANG BANDA ACEH RP 1 0 .2 0 4 .0 0 0 Rp 5 .7 6 5 .0 0 0
215. MALANG BANJARMASIN Rp 8 .1 6 1 .0 0 0 Rp 4 .4 0 7 .0 0 0
216. MALANG BATAM Rp 7 .8 1 9 .0 0 0 Rp 4 .3 1 1 .0 0 0
217. MALANG BIAK Rp 1 6 .0 8 7 .0 0 0 Rp 8 .4 8 2 .0 0 0
218. MALANG JAYAPURA Rp 1 6 .5 3 6 .0 0 0 Rp 9 .0 9 2 .0 0 0
219. MALANG KENDARI Rp 1 0 .3 2 2 .0 0 0 Rp 5 .4 8 7 .0 0 0
220. MALANG MAKASSAR Rp 1 0 .1 2 9 .0 0 0 Rp 5 .1 6 6 .0 0 0
221. MALANG MANADO Rp 1 3 .1 6 7 .0 0 0 Rp 6 .3 1 1 .0 0 0
222. MALANG MEDAN Rp 9 .9 5 8 .0 0 0 Rp 5 .1 4 5 .0 0 0
223. MALANG PADANG Rp 8 .4 1 8 .0 0 0 Rp 4 .3 8 5 .0 0 0

224. MALANG PALANGKARAYA Rp 7 .9 1 5 .0 0 0 Rp 4 .4 0 7 .0 0 0

1225. MALANG PALEMBANG Rp 6 .8 9 9 .0 0 0 Rp 3 .7 6 5 .0 0 0

226. MALANG PEKANBARU Rp 8 .4 6 1 .0 0 0 Rp 4 .4 3 9 .0 0 0

227. MALANG TIMIKA Rp 1 5 .8 7 3 .0 0 0 Rp 8 .4 6 1 .0 0 0

228. MANADO MEDAN RP 1 5 .5 5 2 .0 0 0 Rp 7 .3 1 6 .0 0 0

229. MANADO PADANG Rp 1 4 .0 1 2 .0 0 0 Rp 6 .5 4 6 .0 0 0

230. MANADO PALEMBANG Rp 1 2 .5 0 4 .0 0 0 Rp 5 .9 2 6 .0 0 0

231. MANADO PEKANBARU Rp 1 4 .0 5 5 0 0 0 Rp 6 .5 9 9 .0 0 0

232. MANADO PONTIANAK Rp 1 2 .9 5 3 .0 0 0 Rp 6 .3 9 6 .0 0 0

233. MANADO SEMARANG Rp 1 2 .5 0 4 .0 0 0 Rp 5 .8 5 1 .0 0 0

234. MANADO SOLO Rp 1 2 .5 0 4 .0 0 0 Rp 5 .9 9 0 .0 0 0

235. MANADO SURABAYA Rp 9 .9 3 7 .0 0 0 Rp 5 .2 6 2 .0 0 0

236. MANADO TIMIKA Rp 1 6 .1 8 3 .0 0 0 Rp 8 .9 9 5 .0 0 0

237. MANADO GORONTALO Rp 3 .5 0 0 .0 0 0 Rp 1 .5 0 0 .0 0 0

238. MATARAM BALIKPAPAN Rp 1 0 .7 5 0 .0 0 0 Rp 5 .6 1 5 .0 0 0

239. MATARAM BANDA ACEH Rp 1 0 .8 4 6 .0 0 0 Rp 6 .2 4 6 .0 0 0

240. MATARAM BANJARMASIN Rp 8 .8 0 3 .0 0 0 Rp 4 .8 8 8 .0 0 0

241. MATARAM BATAM Rp 8 .4 6 1 .0 0 0 Rp 4 .8 0 3 .0 0 0

242. MATARAM BIAK Rp 1 1 .5 5 2 .0 0 0 Rp 6 .5 4 6 .0 0 0

243. MATARAM JAYAPURA Rp 1 3 .0 9 2 .0 0 0 Rp 7 .3 2 7 .0 0 0

244. MATARAM YOGYAKARTA Rp 4 .4 1 7 .0 0 0 Rp 2 .7 8 1 .0 0 0

245. MATARAM MAKASSAR Rp 4 .7 1 7 .0 0 0 Rp 2 .9 0 9 .0 0 0

246. MATARAM MANADO Rp 8 .7 1 7 .0 0 0 Rp 4 .7 3 8 .0 0 0

247. MATARAM MEDAN Rp 1 0 .6 0 0 ,0 0 0 Rp 5 .6 3 7 .0 0 0

248. MATARAM PADANG Rp 9 .0 6 0 .0 0 0 Rp 4 .8 6 7 .0 0 0

249. MATARAM PALEMBANG Rp 7 .5 5 1 .0 0 0 Rp 4 .2 4 6 .0 0 0

250. MATARAM PEKANBARU Rp 9 . 1 0 2 .0 0 0 Rp 4 .9 0 9 .0 0 0

251. MATARAM PONTIANAK Rp 8 .0 0 1 .0 0 0 Rp 4 .7 0 6 .0 0 0

252. MATARAM SURABAYA Rp 3 .8 2 9 .0 0 0 Rp 2 .3 2 1 .0 0 0

253. MEDAN BANDA ACEH Rp 3 .4 6 6 .0 0 0 Rp 2 .1 9 3 .0 0 0

254. MEDAN MAKASSAR Rp 1 2 .5 1 4 .0 0 0 Rp 6 .1 7 2 .0 0 0

255. MEDAN PONTIANAK Rp 9 .7 3 3 .0 0 0 Rp 5 .2 3 0 .0 0 0



256. MEDAN SEMARANG Rp 9 .2 8 4 .0 0 0 Rp 4 .6 9 6 .0 0 0
257. MEDAN SOLO Rp 9 .2 8 4 .0 0 0 Rp 4 .8 3 5 .0 0 0
258. MEDAN SURABAYA Rp 1 0 .7 3 9 .0 0 0 Rp 5 .1 3 4 .0 0 0
259. MEDAN TIMIKA Rp 1 8 .2 5 8 .0 0 0 Rp 9 .4 5 5 .0 0 0
260. PADANG MAKASSAR Rp 1 0 .9 7 4 .0 0 0 Rp 5 .4 0 2 .0 0 0
261. PADANG PONTIANAK Rp 8 .1 9 3 .0 0 0 Rp 4 .4 6 0 .0 0 0
262. PADANG SEMARANG Rp 7 .7 4 4 .0 0 0 Rp 3 .9 2 5 .0 0 0
263. PADANG SOLO Rp 7 .7 4 4 .0 0 0 Rp 4 .0 6 5 .0 0 0
264. PADANG SURABAYA Rp 9 .1 9 9 .0 0 0 Rp 4  3 6 4 .0 0 0
265. PADANG TIMIKA Rp 1 6 .7 1 8 .0 0 0 Rp 8 .6 8 5 .0 0 0
266. PALANGKARAYA BANDA ACEH Rp 1 0 .5 4 6 .0 0 0 Rp 6 .0 2 2 .0 0 0
267. PALANGKARAYA BATAM Rp 8 .1 6 1 .0 0 0 Rp 4 .5 7 8 .0 0 0
268. PALANGKARAYA YOGYAKARTA Rp 7 .4 7 7 .0 0 0 Rp 4 .0 2 2 .0 0 0
269. PALANGKARAYA MATARAM Rp 8 .5 5 7 .0 0 0 Rp 4 .8 8 8 .0 0 0
270. PALANGKARAYA MEDAN Rp 1 0 .3 0 0 .0 0 0 Rp 5 .4 1 2 .0 0 0
271. PALANGKARAYA PADANG Rp 8 .7 6 0 .0 0 0 Rp 4 .6 4 2 .0 0 0

1272. PALANGKARAYA PALEMBANG Rp 7 .2 5 2 .0 0 0 Rp 4 .0 2 2 .0 0 0

273. PALANGKARAYA PEKANBARU Rp 8 .8 0 3 .0 0 0 Rp 4 .6 9 6 .0 0 0
274. PALANGKARAYA SEMARANG Rp 7 .2 5 2 .0 0 0 Rp 3 .9 4 7 .0 0 0

275. PALANGKARAYA SOLO Rp 7 .2 5 2 .0 0 0 Rp 4 .0 8 6 .0 0 0

276. PALANGKARAYA SURABAYA Rp 8 .6 9 6 .0 0 0 Rp 4 .3 8 5 .0 0 0

277. PALEMBANG BALIKPAPAN Rp 9 .8 9 4 .0 0 0 Rp 5 .2 2 0 .0 0 0

278. PALEMBANG MAKASSAR Rp 9 .4 6 6 .0 0 0 Rp 4 .7 8 1 .0 0 0

279. PALEMBANG PONTIANAK Rp 6 .6 8 5 .0 0 0 Rp 3 .8 4 0 .0 0 0

280. PALEMBANG SEMARANG Rp 6 .2 3 6 .0 0 0 Rp 3 .3 0 5 .0 0 0

281. PALEMBANG SOLO Rp 6 .2 3 6 .0 0 0 Rp 3 .4 4 4 .0 0 0

282. PALEMBANG SURABAYA Rp 7 .6 9 0 .0 0 0 Rp 3 .7 4 4 .0 0 0

283. PALEMBANG TIMIKA Rp 1 5 .2 1 0 .0 0 0 Rp 8 .0 7 6 .0 0 0

284. PALU MAKASSAR Rp 4 .2 6 8 .0 0 0 Rp 2 .5 7 8 .0 0 0

285. PALU POSO Rp 1 .9 5 7 .0 0 0 Rp 1 .4 2 3 .0 0 0

286. PALU SORONG Rp 6 .8 7 8 .0 0 0 Rp 3 .8 8 3 .0 0 0

287. PALU SURABAYA Rp 6 .8 7 8 .0 0 0 Rp 3 .8 8 3 .0 0 0

288. PALU TOLI-TOLI Rp 2 .9 4 1 .0 0 0 Rp 1 .9 1 5 .0 0 0

289. PALU GORONTALO Rp 2 .9 4 1 .0 0 0 Rp 1 .9 1 5 .0 0 0

290. PANGKAL
PINANG

BALIKPAPAN Rp 9 .0 3 8 .0 0 0 Rp 4 .6 3 1 .0 0 0

291. PANGKAL
PINANG

BANJARMASIN Rp 7 .0 9 1 .0 0 0 Rp 3 .9 1 5 .0 0 0

292. PANGKAL
PINANG

BATAM Rp 6 .7 3 9 .0 0 0 Rp 3 .8 1 8 .0 0 0

293. PANGKAL
PINANG

YOGYAKARTA Rp 6 .0 6 5 .0 0 0 Rp 3 .2 6 2 .0 0 0

294. PANGKAL
PINANG

MAKASSAR Rp 9 .0 6 0 .0 0 0 Rp 4 .6 6 3 .0 0 0

295. PANGKAL
PINANG

MANADO Rp 1 2 .0 9 7 .0 0 0 Rp 5 .8 0 8 .0 0 0

296. PANGKAL
PINANG

MEDAN RP 8 .8 8 8 .0 0 0 Rp 4 .6 5 3 .0 0 0



297. PANGKAL
PINANG

PADANG Rp 7 .3 3 7 .0 0 0 Rp 3 .8 8 3 .0 0 0

298. PANGKAL
PINANG

PALEMBANG Rp 5 .8 2 9 .0 0 0 Rp 3 .2 6 2 .0 0 0

299. PANG KAL 
PINANG

PEKANBARU Rp 7 .3 9 1 .0 0 0 Rp 3 .9 3 6 .0 0 0

300. PANGKAL
PINANG

PONTIANAK Rp 6 .2 7 9 .0 0 0 Rp 3 .7 3 3 .0 0 0

301. PANGKAL
PINANG

SEMARANG Rp 5 .8 2 9 .0 0 0 Rp 3 .1 8 7 .0 0 0

302. PANGKAL
PINANG

SOLO Rp 5 .8 2 9 .0 0 0 Rp 3 .3 2 6 .0 0 0

303. PANGKAL
PINANG

SURABAYA Rp 7 .2 8 4 .0 0 0 Rp 3 .6 2 6 .0 0 0

304. PEKANBARU PONTIANAK Rp 8 .2 4 7 .0 0 0 Rp 4 .5 1 4 .0 0 0
305. PEKANBARU S EMARANG Rp 7 .7 9 7 .0 0 0 Rp 3 .9 7 9 .0 0 0
306. PEKANBARU SOLO Rp 7 .7 9 7 .0 0 0 Rp 4 .1 1 8 .0 0 0
307. PEKANBARU SURABAYA Rp 9 .2 4 1 .0 0 0 Rp 4 .4 0 7 .0 0 0

^ 0 8 . PEKANBARU TIMIKA Rp 1 6 .7 7 1 .0 0 0 Rp 8 .7 3 9 .0 0 0
309. PONTIANAK MAKASSAR Rp 9 .9 1 5 .0 0 0 Rp 5 .2 4 1 .0 0 0
310. PONTIANAK SEMARANG Rp 6 .6 8 5 .0 0 0 Rp 3 .7 6 5 .0 0 0
311. PONTIANAK SOLO Rp 6 .6 8 5 .0 0 0 Rp 3 .9 0 4 .0 0 0
312. PONTIANAK SURABAYA Rp 8 .1 4 0 .0 0 0 Rp 4 .2 0 4 .0 0 0

313. PONTIANAK TIMIKA Rp 1 5 .6 5 9 .0 0 0 Rp 8 .5 3 5 .0 0 0
314. SEMARANG MAKASSAR Rp 9 .4 6 6 .0 0 0 Rp 4 .7 0 6 .0 0 0

315. SOLO MAKASSAR Rp 9 .4 6 6 .0 0 0 Rp 4 .8 4 5 .0 0 0
316. SURABAYA DENPASAR RP 3 .1 9 8 .0 0 0 Rp 1 .9 7 9 .0 0 0

317. SURABAYA JAYAPURA Rp 1 2 .6 7 5 .0 0 0 Rp 7 .2 3 1 .0 0 0
318. SURABAYA MAKASSAR Rp 5 .9 3 6 .0 0 0 Rp 3 .4 3 3 .0 0 0

319. SURABAYA TIMIKA Rp 1 1 .2 9 5 .0 0 0 Rp 6 .5 8 9 .0 0 0



SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI 

_______________ ( 1 KALI PERJALANAN TAKSI)
NO PROVINSI SATUAN BESARAN
(1) (2) (3) (4)

1. ACEH O ran g / Kali Rp 123.000
2. SUMATERA UTARA O ran g / Kali Rp 232.000
3. RIAU O ran g / Kali Rp 94.000
4. KEPULAUAN RIAU O ran g / Kali Rp 137.000
5. JAMBI O ran g / Kali Rp 147.000
6. SUMATERA BARAT O ran g / Kali Rp 190.000

7. SUMATERA SELATAN O ran g / Kali Rp 128.000
8. LAMPUNG O ran g / Kali Rp 167.000
9. BENGKULU O ran g / Kali Rp 109.000
10. BANGKA BELITUNG O ran g / Kali RP 90.000
11. BANTEN O ran g / Kali Rp 446.000
12. JAWA BARAT O ran g / Kali Rp 166.000
13. D.K.I. Jakarta O ran g / Kali Rp 256.000
14. JAWA TENGAH O ran g / Kali Rp 75.000
15. D.I. Yogyakarta O ran g / Kali RP 118.000
16. JAWA TIMUR O ran g / Kali RP 194.000
17. BALI O ran g / Kali Rp 159.000
18. NUSA TENGGARA BARAT O ran g / Kali Rp 231.000
19. NUSA TENGGARA TIMUR O ran g / Kali RP 108.000
20. KALIMANTAN BARAT O ran g / Kali RP 135.000
21. KALIMANTAN TENGAH O ran g / Kali RP 111.000
22. KALIMANTAN SELATAN O ran g / Kali RP 150.000
23. KALIMANTAN TIMUR O ran g / Kali Rp 450.000
24. KALIMANTAN UTARA O ran g / Kali Rp 102.000
25. S ULAWESI UTARA O ran g / Kali Rp 138.000

26. GORONTALO O r a n g /  K a l i Rp 240.000

27. SULAWESI BARAT O ran g / Kali RP 313.000
28. SULAWESI SELATAN O ran g / Kali RP 145.000
29. SULAWESI TENGAH O ran g / Kali Rp 165.000

30. SULAWESI TENGGARA O ran g / Kali Rp 171.000
31. MALUKU O ran g / Kali Rp 240.000

32. MALUKU UTARA O ran g / Kali Rp 215.000
33. PAPUA O ran g / Kali Rp 431.000
34. PAPUA BARAT O ran g / Kali Rp 182.000



SATU AN BIAYA TRANSPORTASI DARI IBUKOTA KABUPATEN 

KE KECAMATAN SEKITAR (ONE WAY)

No. IBUKOTA
KABUPATEN TUJUAN SATUAN BESARAN

(i) (2) (3) (4) (5)

1. Marisa P a g u a t O r a n g / Kali R p 1 7 5 .0 0 0

2. Marisa D en g ilo O r a n g / Kali R p 2 0 0 .0 0 0

3 Marisa B untulia O r a n g / Kali R p 1 2 5 .0 0 0

4. Marisa D u h iad aa O r a n g / Kali R p 1 2 5 .0 0 0

5 Marisa Patilanggio O r a n g / Kali R p 1 2 5 .0 0 0

6. Marisa R a n d a n g a n O r a n g / Kali R p 1 7 5 .0 0 0

7.
Marisa T a lu d it i O r a n g / Kali Rp 2 5 0 .0 0 0

8. Marisa W a n g g a r a s i O r a n g / Kali Rp 2 5 0 .0 0 0 .0 0

9 . Marisa L em  i to O r a n g / Kali R p 2 7 5 .0 0 0

1 0 Marisa P o p a y a to
T im u r

O r a n g / Kali R p 3 0 0 .0 0 0

1 1 Marisa P o p a y a to O r a n g / Kali Rp 3 5 0 .0 0 0

1 2 Marisa P o p a y a to
B a r a t

O r a n g / Kali R p 4 0 0 .0 0 0

POHUWATO

MBUINGA



SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI IBUKOTA KABUPATEN

KE KABUPATEN /  KOTA DI WILAYAH SULAWESI (ONE WAY)

No. IBUKOTA

KABUPATEN TUJUAN SATUAN BESARAN

(i) (2) (3) (4) (5)

1. Marisa B o la a n g  M o n g o n d o w  
U ta r a

O r a n g /
K ali

R p 8 0 0 .0 0 0

2. Marisa B o la a n g  M o n g o n d o w  
S e la t a n

O r a n g /
K ali

Rp 1 .0 0 0 .0 0 0

3 Marisa B o la a n g  M o n g o n d o w O r a n g /
K ali

R p 1 .0 0 0 .0 0 0

4. Marisa B o la a n g  M o n g o n d o w  
T im u r

O r a n g /
K ali

R p 1 .3 0 0 .0 0 0

5 Marisa K o ta m o b a g u O r a n g /
K ali

R p 1 .1 0 0 .0 0 0

6. Marisa M in a h a s a  S e la t a n O r a n g /
K ali

Rp 1 .1 0 0 .0 0 0

7. Marisa M a n a d o O r a n g /
K ali

R p 1 .3 0 0 .0 0 0

8. Marisa M in a h a s a  U ta r a O r a n g /
K ali

R p 1 .4 0 0 .0 0 0

9. Marisa B i t u n g O r a n g /
K ali

R p 1 .5 0 0 .0 0 0 .0 0

10 Marisa T o m o h o n O r a n g /
K ali

R p 1 .4 0 0 .0 0 0 .0 0

11. Marisa M in a h a s a O r a n g /
K ali

Rp 1 .5 0 0 .0 0 0

12. Marisa M in a h a s a  T e n g g a r a O r a n g /
K ali

Rp 1 .5 0 0 .0 0 0

13. Marisa P a r ig i M o u to n g O r a n g /
K ali

R p  8 0 0 . 0 0 0

14. Marisa P a lu O r a n g /
K ali

R p 1 .2 0 0 .0 0 0

15. Marisa P o s o O r a n g /
K ali

R p  1 .2 0 0 .0 0 0

16. Marisa M a m u ju  U ta r a O r a n g /
K ali

R p  1 .4 0 0 .0 0 0

17. Marisa M a m u ju O r a n g /
K ali

R p  1 .5 0 0 .0 0 0

18 Marisa K o ta  G o r o n ta lo O r a n g /
K ali

R p  6 5 0 . 0 0 0

19 Marisa K a b u p a te n
G o r o n ta lo

O r a n g /
K ali

R p  3 5 0 . 0 0 0

20 Marisa K a b u p a te n
B o n e b o la n g o

O r a n g /
K ali

R p  7 5 0 . 0 0 0

OPD



21 Marisa G o r o n ta lo  U ta r a O r a n g /
K ali

R p  6 5 0 . 0 0 0

22 Marisa K a b u p a te n  B o a le m o O r a n g /
K ali

R p  2 5 0 . 0 0 0



SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE

KABUPATEN/ KOTA

DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)

NO. IBUKOTA
PROVINSI

KABUPATEN 

/  KOTA 

TUJUAN

SATUAN BESARAN

(i) (2) ( 3 ) (4) ( 5)

ACEH

1. B an d a Aceh Kab. Aceh Barat Orang 
/  Kali

Rp 2 7 5 .0 0 0

2. B anda Aceh Kab. Aceh Barat 
Daya

Orang 
/  Kali

Rp 2 9 8 .0 0 0

3. B anda Aceh Kab. A ceh B esar Orang 
/  Kali

Rp 18 3 .0 0 0

4. Banda Aceh Kab AcehJaya Orang 
/  Kali

Rp 2 3 8 .0 0 0

5. Banda Aceh Kab. Aceh  
Selatan

Orang 
/  Kali

Rp 3 2 5 .0 0 0

6. B anda Aceh Kab. A ceh Singkil Orang 
/  Kali

Rp 4 2 0 .0 0 0

7. B anda Aceh Kab. Aceh 
Tamiang

Orang 
/  Kali

Rp 3 1 5 .0 0 0

8. B an d a Aceh Kab. Aceh Tengab Orang 
/  Kali

Rp 2 9 3 .0 0 0

9. B anda Aceh Kab. Aceh 
Tenggara

Orang 
/  Kali

Rp 4 6 0 .0 0 0

10. B anda Aceh Kab. Aceh Timur Orang 
/  Kali

Rp 2 8 9 .0 0 0

11. B an d a  Aceh Kab. Aceh Utara Orang 
/  Kali

Rp 2 7 0 .0 0 0

12. B anda Aceh Kab. Bener Meriah Orang 
/  Kali

Rp 2 7 8 .0 0 0

13. B anda Aceh Kab. Bireuen Orang 
/  Kali

Rp 2 2 0 .0 0 0

14. B anda Aceh Kab. Gayo Lues Orang 
/  Kali

Rp 3 7 0 .0 0 0

15. Banda Aceh Kab. Nagan Raya Orang 
/  Kali

Rp 2 7 5 .0 0 0

16. B anda Aceh Kab. Pidie Orang 
/  Kali

Rp 1 9 0 .0 0 0

17. B anda Aceh Kab. Pidie Jaya Orang 
/  Kali

Rp 2 0 5 .0 0 0

18. Banda Aceh Kota Langsa Orang 
/  Kali

Rp 3 0 1 .0 0 0

19. B anda Aceh Kota
Lhokseumawe

Orang 
/  Kali

Rp 2 4 0 .0 0 0

20. B anda Aceh Kota
S u b u lu ssa lam

Orang 
/  Kali

Rp 4 0 0 .0 0 0

Patai,1
OPD
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SUMATERA
UTARA

21. Medan Kab. Asahan Orang 
/  Kali

Rp 2 5 9 .0 0 0

22. Medan Kab. B atubara Orang 
/  Kali

Rp 2 2 5 .0 0 0

23. Medan Kab. Dairi Orang 
/  Kali

Rp 2 7 0 .0 0 0

24. Medan Kab. Deli Serdang Orang 
/  Kali

Rp 18 6 .0 0 0

25. Medan Kab. H um bang  
H asu n du tan

Orang 
/  Kali

Rp 3 0 0 .0 0 0

26. Medan Kab. Karo Orang 
/  Kali

RP 2 0 0 .0 0 0

27. Medan Kab. Labuhan  
Batu

Orang 
/  Kali

Rp 2 8 7 .0 0 0

28. Medan Kab. Labuhan  
B atu  Selatan

Orang 
/  Kali

Rp 3 6 0 .0 0 0

29. Medan Kab. Labuhan  
B atu Utara

Orang 
/  Kali

Rp 3 0 0 .0 0 0

30. Medan Kab. Langkat Orang 
/  Kali

Rp 1 8 6 .0 0 0

31. Medan Kab. M andating  
Natal

Orang 
/  Kali

Rp 4 2 0 .0 0 0

32. Medari Kab. Padang 
Lawas

Orang 
/  Kali

Rp 4 2 0 .0 0 0

33. Medari Kab. Padang 
Lawas Utara

Orang 
/  Kali

Rp 4 2 0 .0 0 0

34. Medan Kab. Pakpak 
Bharat

Orang 
/  Kali

Rp 3 0 0 .0 0 0

35. Medan Kab. Samosir Orang 
/  Kali

Rp 3 3 0 .0 0 0

36. Medan Kab. Serdang 
Bedagai

Orang 
/  Kali

Rp 2 0 0 .0 0 0

37. Medan Kab. Sim alungun Orang 
/  Kali

Rp 2 6 4 .0 0 0

38. Medan Kab. Tapanuli 
Selatan

Orang 
/  Kali

Rp 3 2 8 .0 0 0

39. Medan Kab. Tapanuli 
Tengah

Orang 
/  Kali

Rp 3 4 5 .0 0 0

40. Medan Kab. Tapanuli 
Utara

Orang 
/  Kali

Rp 3 3 0 .0 0 0

41. Medan Kab. Toba Orang 
/  Kali

Rp 3 0 0 .0 0 0

42. Medan Kota Binjai Orang 
/  Kali

Rp 18 0 .0 0 0

4 3 . Medan Kota Pem atang  
Sian  tar

Orang
/K ali

Rp 2 2 5 .0 0 0

44. Medan Kota Sibolga Orang 
/  Kali

Rp 3 4 5 .0 0 0

45. Medan Kota Tanjung 
Balai

Orang 
/  Kali

Rp 2 8 5 .0 0 0

P a r a f  ^  j
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46. Medan Kota Tebing Tinggi Orang 
/  Kali

Rp 2 0 3 .0 0 0

RIAU

47. Pekanbaru Kab. Indragiri 
Hilir

Orang 
/  Kali

Rp 3 8 0 .0 0 0

48. Pekanbaru Kab. Indragiri 
Hulu

Orang 
/  Kali

Rp 3 1 5 .0 0 0

49. Pekanbaru Kab. Kampar Orang 
/  Kali

Rp 2 0 0 .0 0 0

50. Pekanbaru Kab. Kuan tan  
Singingi

Orang 
/  Kali

Rp 3 0 0 .0 0 0

51. Pekanbaru Kab. Pelalawan Orang 
/  Kali

Rp 2 2 5 .0 0 0

52. Pekanbaru Kab. Rokan Hilir Orang 
/  Kali

Rp 3 3 0 0 0 0

53. Pekanbaru Kab. Rokan Hulu Orang 
/  Kali

Rp 3 2 2 .0 0 0

54. Pekanbaru Kab. Siak Orang 
/  Kali

Rp 3 5 0 .0 0 0

55. Pekanbaru Kota Dumai Orang 
/  Kali

Rp 4 0 0 .0 0 0

KEPULAUAN
RIAU

56. Tanjung
Pinang

Kab. Bin tan Orang 
/  Kali

Rp 1 8 5 .0 0 0

JAMBI

57. J a m b i Kab. Batanghari Orang 
/  Kali

Rp 17 5 .0 0 0

5 8 . J a m b i Kab. B tingo Orang 
/  Kali

Rp 2 7 0 .0 0 0

5 9 . J a m b i Kab. Kerinci Orang 
/  Kali

Rp 3 2 5 .0 0 0

6 0 . J a m b i Kab. Merangin Orang 
/  Kali

Rp 2 6 0 .0 0 0

61. J a m b i Kab. Muaro Jam bi Orang 
/  Kali

Rp 170000

6 2 . J a m b i Kab. Sarolangun Orang 
/  Kali

Rp 2 4 1 .0 0 0

6 3 . J a m b i Kab. Tanjung  
Ja b u n g  Barat

Orang 
/  Kali

Rp 2 2 5 .0 0 0

6 4 . J a m b i Kab. Tanjung  
Ja b u n g  Tim ur

Orang 
/  Kali

Rp 19 0 .0 0 0

6 5 . J a m b i Kab. Tebo Orang 
/  Kali

Rp 2 5 0 .0 0 0

6 6 . J a m b i Kota SungaiPenuh Orang 
/  Kali

Rp 3 0 8 .0 0 0

SUMATERA
BARAT

67. Padang Kab. Agam Orang 
/  Kali

Rp 2 2 5 .0 0 0

68. Padang Kab.
D harm asraya

Orang 
/  Kali

Rp 2 5 0 .0 0 0



69. Padang Kab. Lima Puluh  
Kota

Orang 
/  Kali

Rp 2 2 5 .0 0 0

70. Padang Kab. Padang  
Pariam an

Orang 
/  Kali

Rp 2 0 5 .0 0 0

71. Padang Kab. Pasam an Orang 
/  Kali

Rp 2 5 0 .0 0 0

72. Padang Kab. P asam an  
Barat

Orang 
/  Kali

Rp 2 5 0 .0 0 0

73. Padang Kab. Pesisir 
Selatan

Orang 
/  Kali

Rp 2 0 5 .0 0 0

74. Padang Kab. Sijunjung Orang 
/  Kali

Rp 2 2 5 .0 0 0

75. Padang Kab. Solok Orang 
/  Kali

Rp 2 1 0 .0 0 0

76. Padang Kab. Solok  
Selatan

Orang 
/  Kali

Rp 2 5 0 .0 0 0

77. Padang Kab. Tan ah  
Datar

Orang 
/  Kali

Rp 2 2 0 .0 0 0

78. Padang Kota Bukit Tinggi Orang 
/  Kali

Rp 2 1 5 .0 0 0

79. Padang Kota Padang 
Panjang

Orang 
/  Kali

Rp 2 1 0 .0 0 0

80. Padang Kota Pariaman Orang 
/  Kali

Rp 2 0 0 .0 0 0

81. Padang Kota Payakumbuh O rang  
/  Koi

Rp 2 2 5 .0 0 0

82. Padang Kota Sawahlunto Orang 
/  Kali

Rp 2 1 5 .0 0 0

83. Padang Kota Solok Orang 
/  Kali

Rp 2 1 0 . 0 0 0

SUMATERA
SELATAN

84. PaJembang Kab Banyuasin Orang/
Kali

Rp 2 0 3 .0 0 0

85. Palem bang Kab. Empat 
Lawang

Orang 
/  Kali

Rp 3 1 5 .0 0 0

86. Palembang Kab. Lahat Orang 
/  Kali

Rp 2 5 0 .0 0 0

87. Palem bang Kab. Muara Enim Orang 
/  Kali

Rp 2 3 5 .0 0 0

88. Palembang Kab. Musi 
Banyuasin

Orang 
/  Kali

Rp 2 3 5 .0 0 0

89. Palembang Kab. Musi Rawas Orang 
/  Kali

Rp 3 2 0 .0 0 0

90. Palem bang Kab. Musi Rawas 
Utara

Orang 
/  Kali

Rp 3 2 5 .0 0 0

91. Palembang Kab. Ogan Ilir Orang 
/  Kali

Rp 2 0 5 .0 0 0

92. Palem bang Kab. Ogan 
Komering Ilir

Orang 
/  Kali

Rp 2 0 5 .0 0 0

93. Palembang Kab. Ogan 
Komering Ulu

Orang 
/  Kali

Rp 2 4 8 .0 0 0



94 . P a le m b a n g
Kab. Ogan 
Komering Ulu 
Selatan

O rang  
/  Kali

Rp 2 5 0 .0 0 0

95. Pmembang Kab. Ogan 
Komering Ulu 
Timur

O rang  
/  Kali

Rp 2 4 5 .0 0 0

96. P a le m b a n g Kab. Pali O rang  
/  Kali

Rp 2 6 5 .0 0 0

9 7 . P alem bang Kota Lubuk  
Linggau

O rang  
/  Kali

Rp 2 9 0 .0 0 0

98 . P alem ban g Kota Pagar Alam O rang  
/  Kali

Rp 2 8 0 .0 0 0

9 9 . P a le m b a n g Kota P rabum ulih O ran g  
/  Kali

Rp 2 0 5 .0 0 0

LAMPUNG

1 0 0 B a n d a r
L a m p u n g

Kab. L am pung  
B arat

O rang  
/  Kali

Rp 2 7 0 .0 0 0

101 B a n d a r
L a m p u n g

K ab. L a m p u n g  
S e la ta n

O rang  
/  Kali

Rp 2 3 4 .0 0 0

102 B a n d a r
L am p u n g

Kab. L am pung  
T engah

O rang  
/  Kali

Rp 2 4 6 .0 0 0

103 B a n d a r
L am p u n g

Kab. L am pung  
Tim ur

O rang  
/  Kali

Rp 2 4 6 .0 0 0

1 0 4 B a n d a r
L a m p u n g

Kab. L am pung  
U tara

O rang  
/  Kali

Rp 2 5 2 .0 0 0

1 0 5 B a n d a r
L a m p u n g

Kab. Mesuji O rang  
/  Kali

Rp 2 7 6 .0 0 0

1 0 6 B a n d a r
L am p u n g

Kab. P esaw aran O ran g
/K a li

Rp 2 1 6 .0 0 0

1 0 7 B a n d a r
L a m p u n g

Kab. P esisir  B arat O rang  
/  Kali

Rp 2 0 0 .0 0 0

1 0 8 B a n d a r
L am p u n g

Kab. Pringsew u O rang  
/  Kali

Rp 2 2 2 .0 0 0

1 0 9 B a n d a r
L am p u n g

Kab. T an ggam u s O rang  
/  Kali

Rp 2 4 0 .0 0 0

1 1 0 B a n d a r
L am p u n g

Kab. T u lang  
B aw ang

O rang  
/  Kali

Rp 2 5 2 .0 0 0

111. B a n d a r
L a m p u n g

Kab. T u lang  
B aw an g B arat

O ra n g  
/  Koi

Rp 2 6 7 .0 0 0

112. B a n d a r
L a m p u n g

Kab. Way Kan an O rang  
/  Kali

Rp 2 7 0 .0 0 0

1 13. B a n d a r
L am p u n g

Kota Metro O rang  
/  Kali

Rp 2 3 4 .0 0 0

BENGKULU

114. B engk ulu Kab. B en gk u lu  
S ela tan

O rang  
/  Kali

Rp 3 4 4 .0 0 0

1 15 . B en gk u lu Kab. B en gk u lu  
T engah

O ran g  
/  Kali

Rp 2 3 2 .0 0 0

1 1 6 . B engk ulu Kab. B en gk u lu  
U tara

O rang  
/  Kali

Rp 3 1 3 .0 0 0



117. Bengkulu Kab. Kaur Orang 
/  Kali

Rp 3 8 5 .0 0 0

118. Bengkulu Kab. Kepahiang Orang 
/  Kali

Rp 2 9 8 .0 0 0

119. Bengkulu Kab. Lebong Orang
/  Kali

Rp 3 7 5 .0 0 0

120. Bengkulu Kab. Mukomuko Orang 
/  Kali

Rp 4 2 3 .0 0 0

121. Bengkulu Kab. Rejang 
Lebong

Orang 
/  Kali

Rp 3 1 3 .0 0 0

122. Bengkulu Kab. Selum a Orang 
/  Kali

Rp 2 8 2 .0 0 0

BANGKA
BELITUNG

123. Pangkalpinang Kab. Bangka Orang 
/  Kali

Rp 2 5 0 .0 0 0

124. Pangkalpinang Kab. Bangka  
Barat

Orang 
/  Kali

Rp 2 7 5 .0 0 0

125. Pangkalpinang Kab. Bangka  
Selatan

Orang
/K ali

Rp 2 7 5 .0 0 0

126. Pangkalpinang Kab. Bangka  
Tengah

Orang 
/  Kali

Rp 2 5 0 .0 0 0

BANTEN

127. Serang Kab. Lebak Orang 
/  Kali

Rp 2 0 8 .0 0 0

128. Serang Kab. Pandeglang Orang 
/  Kali

Rp 1 3 8 .0 0 0

129. Serang Kab. Serang Orang 
/  Kali

Rp 1 6 0 .0 0 0

130. Serang Kab. Tangerang Orang 
/  Kali

Rp 2 5 4 .0 0 0

131. Serang Kota Cilegon Orang 
/  Kali

Rp 16 0 .0 0 0

132. Serang Kota Tangerang Orang 
/  Kali

Rp 3 1 3 .0 0 0

133. Serang Kota Tangerang  
Selatan

Orang 
/  Kali

Rp 3 4 7 .0 0 0

JAWA BARAT
134. B andung Kab.Bandung Orang 

/  Kali
Rp 18 3 .0 0 0

135. B andung Kab. B andung  
Barat

Orang 
/  Kali

Rp 2 7 5 .0 0 0

136. B andung Kab. Bekasi Orang 
/  Kali

Rp 2 6 5 .0 0 0

137. B andung Kab. Bogor Orang 
/  Kali

Rp 18 5 .0 0 0

138. B andung Kab. Ciarnis Orang 
/  Kali

Rp 2 4 5 .0 0 0

139. B andung Kab. Cianjur Orang 
/  Kali

Rp 2 1 5 .0 0 0
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140. B andung Kab. Cirebon Orang 
/  Kali

Rp 2 8 0 .0 0 0

141. B andung Kab. Garut Orang 
/  Kali

Rp 2 4 3 .0 0 0

142. B andung Kab. Indramayu Orang 
/  Kali

Rp 2 7 5 .0 0 0

143. B andung Kab. Karawang Orang 
/  Kali

Rp 2 4 8 .0 0 0

144. B andung Kab. Kuningan Orang 
/  Kali

Rp 2 7 5 .0 0 0

145 B andung Kab. Majalengka Orang 
/  Kali

Rp 2 3 5 .0 0 0

146 B andung Kab. Pangadaran Orang 
/  Kali

Rp 2 8 3 .0 0 0

147. B andung Kab. Purwakarta Orang 
/  Kali

Rp 2 1 8 .0 0 0

148 B andung Kab. Subang Orang 
/  Kali

Rp 2 0 8 .0 0 0

149 B andung Kab. Sukabum i Orang 
/  Kali

Rp 2 4 5 .0 0 0

150 B andung Kab. Sum edang Orang 
/  Kali

Rp 2 3 0 .0 0 0

151 B andung Kab. Tasikmalaya Orang 
/  Kali

Rp 2 4 5 .0 0 0

152 B andung Kota Banjar Orang 
/  Kali

Rp 2 8 3 .0 0 0

153 B andung Kota Bekasi Orang 
/  Kali

Rp 2 6 5 .0 0 0

154 B andung Kota Bogor Orang 
/  Kali

Rp 2 8 5 .0 0 0

155 B andung Kota Cimahi Orang 
/  Kali

Rp 1 6 8 .0 0 0

156 B andung Kota Cirebon Orang 
/  Kali

Rp 2 7 0 .0 0 0

157 B andung Kota Depok Orang 
/  Kali

Rp 2 7 5 .0 0 0

158 Bandung Kota Sukabum i Orang 
/  Kali

Rp 2 2 6 .0 0 0

159. B andung Kota Tasikmalaya Orang/
Kali

Rp 2 4 5 .0 0 0

JAWA TENGAH

160. Sem arang Kab.
B anjam egara

Orang 
/  Kali

Rp 2 6 0 .0 0 0

161. Sem arang Kab. Banyum as Orang/
Kali

Rp 2 5 7 .0 0 0

162. Sem arang Kab. Batang Orang/
Kali

Rp 2 4 0 .0 0 0

163. Sem arang Kab. Blora Orang/ 
Kal i

Rp 2 7 0 .0 0 0

164. Sem arang Kab. Boyolali Orang/
Kali

Rp 2 4 0 .0 0 0



165. Sem arang Kab. Brebes Orang/
Kali

Rp 2 6 3 0 0 0

166. Sem arang Kab. Cilacap Orang/
Kali

Rp 2 8 0 .0 0 0

167. Sem arang Kab. Demak O rang  
/  Koi

Rp 2 3 0 .0 0 0

168. Sem arang Kab. Grobogan Orang/
Kali

Rp 2 3 5 .0 0 0

169. Sem arang Kab. Jepara Orang/
Kali

Rp 2 4 0 .0 0 0

170. Sem arang Kab. Karanganyar Orang 
/  Kali

Rp 2 5 0 .0 0 0

171 Sem arang Kab. Kebumen Orang/
Kali

Rp 2 6 0 .0 0 0

172 Sem arang Kab. Kendal Orang/
Kali

Rp 2 3 0 .0 0 0

173 Sem arang Kab. Klaten Orang/
Kali

Rp 2 5 0 .0 0 0

174 Sem arang Kab. Kudus Orang/
Kali

Rp 2 3 5 .0 0 0

175 Sem arang Kab. Magelang Orang 
/  Kali

Rp 2 4 0 .0 0 0

176 Sem arang Kab. Pati Orang 
/  Kali

Rp 2 4 0 .0 0 0

177 Sem arang Kab. Pekalongan Orang 
/  Kali

Rp 2 4 5 .0 0 0

178 Sem arang Kab. Pemalang Orang 
/  Kali

Rp 2 5 0 .0 0 0

179 Sem arang Kab. Purbalingga Orang/
Kali

Rp 2 7 0 .0 0 0

180 Sem arang Kab. Purworejo Orang/
Kali

Rp 2 5 0 .0 0 0

181. Sem arang Kab. Rembang Orang/
Kali

Rp 2 5 0 .0 0 0

182. Sem arang Kab. Sem arang Orang/
Kali

Rp 2 3 0 .0 0 0

183. Sem arang Kab. Sragen Orang/
Kali

Rp 2 5 0 .0 0 0

184. Sem arang Kab. Sukoharjo Orang/
Kali

Rp 2 5 0 .0 0 0

185. Sem arang Kab. Tegal Orang/
Kali

Rp 2 6 0 .0 0 0

186. Sem arang Kab. Temanggu 
ng

Orang 
/  Kali

Rp 2 4 0 .0 0 0

187. Sem arang Kab. Wonogiri Orang/
Kali

Rp 2 5 0 .0 0 0

188. Sem arang Kab. Wonosobo Orang/
Kali

Rp 2 5 0 .0 0 0

189. Sem arang Kota Magelang Orang/
Kali

Rp 2 4 0 .0 0 0

190. Sem arang Kota Pekalongan Orang 
/  Kali

Rp 2 4 5 .0 0 0



191. Sem arang Kota Salatiga Orang 
/  Kali

Rp 2 3 5 .0 0 0

192. Sem arang Kota Surakarta Orang 
/  Kali

Rp 2 4 5 .0 0 0

193. Sem arang Kota Tegal Orang 
/  Kali

Rp 2 6 0 .0 0 0

D.I.
YOGYAKARTA

194. Yogyakarta Kab. B antul Orang 
/  Kali

Rp 2 5 0 .0 0 0

195. Yogyakarta Kab. Gunung  
Kidul

Orang 
/  Kali

Rp 3 5 0 .0 0 0

196. Yogyakarta Kab. Kulon Progo Orang 
/  Kali

RP 3 5 0 .0 0 0

197. Yogyakarta Kab. Sleman Orang 
/  Kali

Rp 2 0 0 .0 0 0

JAWA TIMUR

198. S u ra b a y a Kab. Bangkalan Orang 
/  Kali

Rp 2 2 5 .0 0 0

199. Surabaya Kab. Banyuwangi Orang 
/  Kali

Rp 2 8 5 .0 0 0

200. S u ra b a y a Kab. Blitar Orang 
/  Kali

Rp 2 5 5 .0 0 0

2 01 . S u ra b a y a Kab. Bojonegoro Orang 
/  Kali

Rp 2 2 5 .0 0 0

202. Surabaya Kab. Bondowoso Orang 
/  Kali

Rp 2 5 5 .0 0 0

203. S u ra b a y a Kab. Gresik Orang 
/  Kali

Rp 2 2 5 .0 0 0

2 0 4 . Surabaya Kab. Jem ber Orang 
/  Kali

Rp 2 6 1 .0 0 0

205. Surabaya Kab. Jom bang Orang 
/  Kali

Rp 2 3 5 .0 0 0

2 0 6 . S u ra b a y a Kab. Kediri Orang 
/  Kali

Rp 2 3 5 ,0 0 0

2 0 7 . S u ra b a y a Kab, Lamongan Orang 
/  Kali

Rp 2 2 5 .0 0 0

208 . S u ra b a y a Kab. Lumajang Orang 
/  Kali

Rp 2 6 1 .0 0 0

209. S u ra b a y a Kab. Madiun Orang 
/  Kali

Rp 2 4 5 .0 0 0

210. S u ra b a y a Kab. Magetan Orang 
/  Kali

Rp 2 5 3 .0 0 0

211. S u ra b a y a Kab. Malang Orang 
/  Kali

Rp 2 2 8 .0 0 0

212. S u ra b a y a Kab. Mojokerto Orang
/  Kali

Rp 2 2 5 .0 0 0

2 13 . S u ra b a y a Kab. Nganjuk Orang 
/  Kali

Rp 2 4 5 .0 0 0

21 4 . S u ra b a y a Kab. Ngawi Orang 
/  Kali

Rp 2 5 3 .0 0 0

, 215. S u ra b a y a Kab. Pacitan Orang
/  Kali

Rp 2 8 5 .0 0 0



216. S u ra b a y a Kab. Pamekasan Orang/
Kali

Rp 2 4 3 .0 0 0

217. S u ra b a y a Kab. P asuruan Orang/
Kali

Rp 2 2 8 .0 0 0

218. S u ra b a y a Kab. Ponorogo Orang/
Kali

Rp 2 5 5 .0 0 0

219. S u ra b a y a Kab. Probolinggo Orang/
Kali

Rp 2 2 8 .0 0 0

220. S u ra b a y a Kab. Sampang Orang/
Kali

Rp 2 3 5 .0 0 0

2 2 1 . S u ra b a y a Kab. Sidoarjo Orang/
Kali

Rp 2 4 0 .0 0 0

222. S u ra b a y a Kab, Situbondo Orang/
Kali

Rp 2 5 5 .0 0 0

22 3 . S u ra b a y a Kab. Sum enep Orang/
Kali

Rp 2 5 5 .0 0 0

224. S u ra b a y a Kab. Trenggalek Orang/
Kali

Rp 2 4 5 .0 0 0

225. Surabaya Kab. Tub an Orang/
Kali

Rp 2 4 5 .0 0 0

226. S u ra b a y a Kab. Tulungagung O rang/
Kali

Rp 2 4 5 .0 0 0

2 27 . S u ra b a y a Kota Batu Orang/
Kali

Rp 2 4 2 .0 0 0

228. S u ra b a y a Kota Blitar Orang/
Kali

Rp 2 5 5 .0 0 0

229. S u ra b a y a Kota Bojonegoro Orang/
Kali

Rp 2 2 5 .0 0 0

230. Surabaya Kota Kediri Orang/
Kali

Rp 2 3 5 .0 0 0

231. Surabaya Kota Madiun Orang/
Kali

Rp 2 4 5 .0 0 0

232. S u ra b a y a Kota Malang Orang/
Kali

Rp 2 2 8 .0 0 0

23 3 . S u ra b a y a Kota Mojokerto Orang/
Kali

Rp 2 2 5 .0 0 0

234. S u ra b a y a Kota Probolinggo Orang/
Kali

Rp 2 2 8 .0 0 0

BALI

23 5. D enpasar Kab. Badung Orang/
Kali

Rp 1 8 8 .0 0 0

23 6 . D enpasar Kab. Bangli Orang/
Kali

Rp 2 2 5 .0 0 0

237. D enpasar Kab. Buleleng Orang/
Kali

Rp 2 6 5 .0 0 0

238. D enpasar Kab. Gianyar Orang/
Kali

Rp 2 2 5 .0 0 0

23 9 . D enpasar Kab. J em b ra n a O rang/
Kali

Rp 2 7 0 .0 0 0

240. D enpasar Kab. Karangasem Orang/
Kali

Rp 2 6 3 .0 0 0

Paraf



2 4 1 . D e n p a sa r K ab. T ab  a n  an O rang /  
Kali

Rp 2 2 5 .0 0 0

NUSA TENGGARA 
BARAT

2 4 2 . M ataram Kab Lombok Barat O ran g /
Kali

Rp 3 2 5 .0 0 0

2 4 3 . M ataram Kab. Lom bok  
T engah

O ran g/
Kali

Rp 4 5 0 .0 0 0

2 4 4 . M ataram Kab. Lom bok  
Tim ur

O ran g /
Kali

Rp 3 5 0 .0 0 0

NUSA TENGGARA 
TIMU

R

2 4 5 . K upang Kab. Belu O ran g  
/  Kali

Rp 3 2 5 .0 0 0

2 4 6 . K upang Kab K upang O ran g/
Kali

Rp 1 7 5 .0 0 0

2 4 7 . K upang Kab Timor T engah  
Sela tan

O ran g/
Kali

Rp 2 1 8 .0 0 0

2 4 8 . K upang Kab Timor T engah  
U tara

O ran g  
/  Kali

Rp 2 7 5 .0 0 0

KALIMANTAN
BARAT

2 4 9 . P o n tia n a k Kab. B en gk ayan g O ran g /
Kali

Rp 2 7 0 .0 0 0

2 5 0 . P o n tia n a k Kab. K apu as H ulu O ran g  
/  Kali

Rp 5 5 0 .0 0 0

2 5 1 . P o n t ia n a k Kab. Kayong Utara O rang  
/  Kali

Rp 5 5 0 .0 0 0

2 5 2 . P o n tia n a k Kab. K etapang O rang  
/  Kali

Rp 5 5 0 .0 0 0

2 5 3 . P o n tia n a k Kab. K ubu Raya O rang  
/  Kali

Rp 1 8 5 .0 0 0

2 5 4 . P o n tia n a k Kab. L an dak O rang  
/  Kali

Rp 2 7 0 .0 0 0

2 5 5 . P o n tia n a k Kab. Melawi O ran g  
/  K alJ

Rp 4 3 0 .0 0 0

2 5 6 . P o n tia n a k Kab. M em paw ah O rang  
/  Kali

Rp 2 3 0 .0 0 0

2 5 7 . P o n tia n a k K ab. S a m b a s O rang  
/  Kali

Rp 3 0 0 .0 0 0

2 5 8 . P o n tia n a k Kab. S an ggau O rang  
/  Kali

Rp 3 0 3 .0 0 0

2 3 9 . P o n tia n a k K ab. S e k a d a u O rang  
/  Kali

Rp 3 4 3 .0 0 0

2 6 0 . P o n tia n a k K ab. S in ta n g O ran g
/K a li

Rp 3 9 2 .0 0 0

2 6 1 . P o n tia n a k K ota S in gkaw an g O rang  
/  Kali

Rp 2 5 7 .0 0 0
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KALIMANTAN
TENGAH

26 2 . Palangkaraya Kab Barito 
Selatan

Orang 
/  Kali

Rp 2 9 0 .0 0 0

26 3 . Palangkaraya Kab Barito Timur Orang 
/  Kali

Rp 3 3 3 .0 0 0

2 6 4 . Palangkaraya Kab Barito Utara Orang 
/  Kali

Rp 4 2 5 .0 0 0

26 3 . PalangRaraya Kab G unung Mas Orang 
/  Kali

Rp 3 0 0 .0 0 0

266. PalangRaraya Kab. Kapuas Orang 
/  Kali

Rp 2 7 5 .0 0 0

267. Palangkaraya Kab. Katingan Orang 
/  Kali

Rp 2 5 0 .0 0 0

268. Palangkaraya Kab. Kotawaringin 
Barat

Orang/
Kali

Rp 4 2 5 .0 0 0

269. Palangkaraya Kab. Kotawaringin 
Timur

Orang/
Kali

Rp 3 0 0 .0 0 0

270. Palangkaraya Kab. Lamandau Orang/
Kali

Rp 5 2 5 .0 0 0

271. Palangkaraya Kab. Murung 
Raya

O rang  
/  Koi

Rp 4 4 8 .0 0 0

272. Palangkaraya Kab. Pulau P isau Orang/
Kali

Rp 2 5 0 .0 0 0

273. Palangkaraya Kab. Seruyan Orang/
Kali

Rp 3 2 8 .0 0 0

274. Pnangkaraya Kab. Sukam ara Orang/
Kali

Rp 5 2 5 .0 0 0

KALIMANTAN SELArrAN

27 5 . B anjarm asin Kab. Balangan Orang/
Kali

Rp 2 3 0 .0 0 0

27 6 . Banjarmasin Kab. Banjar Orang 
/  Kali

Rp 17 0 .0 0 0

27 7 . B anjarm asin Kab. Barito Kuala Orang 
/  Kali

Rp 2 0 0 .0 0 0

2 7 8 . B anjarm asin Kab. H ulu  
Sungai Selatan

Orang 
/  Kali

Rp 2 0 0 .0 0 0

279 . Banjarm asin Kab. Hulu Sungai 
Tengah

Orang 
/  Kali

Rp 2 1 2 .0 0 0

28 0 . Banjarm asin Kab. Hulu Sungai 
Utara

Orang 
/  Kali

Rp 2 1 8 .0 0 0

28 1 . Banjarm asin Kab. Kota Baru Orang 
/  Kali

Rp 2 9 0 .0 0 0

28 2 . Banjarm asin Kab. Tabalong Orang 
/  Kali

Rp 2 3 4 .0 0 0

283. Banj arm asin Kab. Tan ah 
Bum bu

Orang 
/  Kali

Rp 3 0 0 .0 0 0

284. Banj arm a sin Kab. Tan ah Laut Orang 
/  Kali

Rp 2 0 0 .0 0 0

285. Banj arm asin Kab. Tapin Orang 
/  Kali

Rp 18 9 .0 0 0

286. Banjarm asin Kota Banjar baru Orang Rp 2 2 5 .0 0 0



KALIMANTAN
TIMUR

287. S a m a r in d a Kab. K utai Bar at O rang  
/  Kali

Rp 1 .5 0 0 .0 0 0

288 S am arin d a Kab. Kutai 
K artanegara

O ran g  
/  Kali

Rp 5 0 0 .0 0 0

289. S a m a r in d a Kab. K utai Tim ur O rang  
/  Kali

Rp 1 .3 5 0 .0 0 0

290 S a m a r in d a Kab. Paser O rang  
/  Kali

Rp 1 .6 5 0 .0 0 0

29 1. S a m a r in d a Kab. Penajam  
P aser U tara

Orang/
KaG

Rp 6 5 0 .0 0 0

292 Samarinda K ota B alikpapan O ran g/
Kali

Rp 5 5 0 .0 0 0

293 Samannda Kota B on tan g O ran g
/K a li

Rp 6 0 0 .0 0 0

SULAWESI
UTARA

294. Manado Kab. B o laan g  
M ongondow

O rang  
/  Kali

Rp 2 5 0 .0 0 0

2 9 5 . M anado Kab. B o laan g
M ongondow
S ela tan

O rang  
/  Kali

Rp 2 7 5 .0 0 0

2 9 6 . M anado Kab. B o laan g
M ongondow
Tim ur

O rang  
/  Kali

Rp 2 5 0 .0 0 0

2 9 7 . M anado
Kab. B olaang
M ongondow
U tara

O rang  
/  Kali

Rp 3 0 0 .0 0 0

2 9 8 . M anado Kab. M in ahasa O rang  
/  Kali

Rp 1 8 0 .0 0 0

2 9 9 . M anado K ab. M in a h a sa  
S e la ta n

O rang  
/  Kali

Rp 1 8 0 .0 0 0

3 0 0 . M anado Kab. M in ahasa  
T enggara

O rang  
/  Kali

Rp 2 0 0 .0 0 0

30  1. M anado Kab. M in ahasa  
U tara

O rang  
/  Kali

Rp 1 7 5 .0 0 0

3 0 2 . M anado Kota B itu n g O rang  
/  Kali

Rp 1 7 5 .0 0 0

3 0 3 . M anado Kota Kotamobagu O rang  
/  Kali

Rp 2 5 0 .0 0 0

3 0 4 . M anado Kota Tomohon O rang  
/  Kali

Rp 1 7 0 .0 0 0

GORONTALO

3 0 5 . G orontalo Kab. Bone Bolango O rang  
/  Kali

Rp 1 5 0 .0 0 0

3 0 6 . G orontalo Kab. Boalem o O rang  
/  Kali

Rp 4 0 0 .0 0 0
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3 0 7 . G orontalo Kab. Gorontalo O rang  
/  Kali

Rp 3 0 0 .0 0 0

3 0 8 . G orontalo Kab. G orontalo  
U tara

O rang  
/  Kali

Rp 3 5 0 .0 0 0

3 0 9 . G orontalo Kab. Pahuwato O rang  
/  Kali

Rp 6 5 0 .0 0 0

SULAWESI
BARAT

3 1 0 . M amuju Kab. Maene O rang  
/  Kali

Rp 2 4 0 .0 0 0

3 1 1 . M am uju Kab. M am asa O ran g  
/  Kali

Rp 3 5 9 .0 0 0

312. M am uju Kab. M amiiju  
T engah

O rang  
/  Kali

Rp 2 0 0 .0 0 0

3 1 3 . M am uju Kab. P asan gk ayu Orang/
Kali

Rp 2 7 0 .0 0 0

3 1 4 . M am uju Kab. Polewali 
Mandar

O ran g /
Kali

Rp 2 6 0 .0 0 0

SULAWESI
SELATAN

3 1 5 . M a k a ssa r Kab. B an taen g O rang  
/  Kali

Rp 2 3 5 .0 0 0

3 1 6 . M a k a ssa r K ab. B arru O rang  
/  Kali

Rp 2 1 0 .0 0 0

3 1 7 . M a k a ssa r Kab. B one O rang  
/  Kali

Rp 2 4 0 .0 0 0

3 1 8 . M a k a ssa r Kab. B u lu k u m b a O rang
/K a li

Rp 2 4 0 .0 0 0

3 1 9 . M a k a ssa r Kab. E nrekang O rang  
/  Kali

Rp 2 5 0 .0 0 0

3 2 0 . M a k a ssa r Kab. Gowa O rang  
/  Kali

Rp 1 7 5 .0 0 0

321 . M a k a ssa r K ab. J e n e p o n to O rang  
/  Kali

Rp 2 3 0 .0 0 0

3 2 2 . M a k a ssa r Kab. Luwu O rang  
/  Kali

Rp 3 5 0 .0 0 0

3 2 3 . M a k a ssa r Kab. Luwu Tim ur O rang  
/  Kali

Rp 3 7 5 .0 0 0

3 2 4 . M a k a ssa r Kab. Luwu U tara O rang  
/  Kali

Rp 3 6 5 .0 0 0

3 2 5 . M a k a ssa r Kab. Maros O rang  
/  Kali

Rp 1 7 0 .0 0 0

3 2 6 . M a k a ssa r Kab. Pin rang O rang  
/  Kali

Rp 2 3 0 .0 0 0

3 2 7 . M a k a ssa r Kab. S id en ren g  
R appang

O rang  
/  Kali

Rp 2 3 0 .0 0 0

3 2 8 . M a k a ssa r Kab. S in ja i O rang  
/  Kali

Rp 2 3 5 .0 0 0

3 2 9 . M a k a ssa r Kab. S op p en g O rang  
/  Kali

Rp 2 3 5 .0 0 0
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3 3 0 . M a k a ssa r Kab. Takalar O ran g  
/  Koi

Rp 1 9 0 .0 0 0

3 3 1 . M a k a ssa r Kab. T anatoraja O ran g  
/  Kali

Rp 3 5 0 .0 0 0

3 3 2 . M a k a ssa r Kab. Toraja U tara O rang  
/  Kali

Rp 3 5 0 .0 0 0

3 3 3 . M a k a ssa r Kab. Wajo O rang  
/  Kali

Rp 2 3 0 .0 0 0

3 3 4 . M a k a ssa r Kota Palopo O rang  
/  Kali

Rp 3 5 0 .0 0 0

3 3 5 . M a k a ssa r Kota Pare—Pare O rang  
/  Kali

Rp 2 2 5 .0 0 0

SULAWESI
TENGAH

3 3 6 . Palu Kab. Luw uk O ran g  
/  Kali

Rp 4 0 0 .0 0 0

3 3 7 . Palu Kab. Buol O rang  
/  Kali

Rp 4 7 2 .0 0 0

3 3 8 . Palu Kab. Donggala O rang  
/  Kali

Rp 1 3 0 .0 0 0

3 3 9 . Palu Kab. Morowali O rang  
/  Kali

Rp 4 0 0 .0 0 0

3 4 0 . Palu Kab. Morowali 
Utara

O ran g
/K a li

Rp 4 0 0 .0 0 0

3 4 1 . Palu Kab. Parigi 
M outong

O ran g/
Kali

Rp 2 5 0 .0 0 0

3 4 2 . Palu Kab. Poso O rang  
/  Kali

Rp 2 8 0 .0 0 0

3 4 3 . Palu Kab. Sigi O ran g  
/  Kali

Rp 2 1 9 .0 0 0

3 4 4 . Palu Kab. T ojoun a-U n a O rang  
/  Kali

Rp 3 5 0 .0 0 0

3 4 5 . Palu Kab. Toli-Toli O ran g /
Kali

Rp 4 1 2 .0 0 0

SULAWESI
TENGGARA

3 4 6 . K endari Kab. Bo m b an a O rang  
/  Kali

Rp 3 5 5 .0 0 0

3 4 7 . Kendari Kab. Kolaka O ran g /
Kali

Rp 3 7 0 .0 0 0

3 4 8 . K endari Kab. Kolaka Timur O rang  
/  Kali

Rp 3 0 0 .0 0 0

3 4 9 . K endari Kab. K olaka U tara O ran g /
Kali

Rp 4 2 5 .0 0 0

3 5 0 . K endari Kab. Konawe O ran g/
Kali

Rp 3 0 0 .0 0 0

3 5 1 . K endari Kab. K onawe  
S ela tan

O ran g  
/  Kali

Rp 3 0 5 .0 0 0

3 5 2 . K endari Kab. Konawe Utara O ran g/
Kali

Rp 3 0 0 .0 0 0

Paraf
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MALUKU UTARA

3 5 3 . Sofifi Kab. H alm ahera  
B arat

O ran g
/K a li

Rp 8 5 0 .0 0 0

3 5 4 . Sofifi Kab. H alm ahera  
T engah

O rang
/K a li

Rp 1 .0 0 0 .0 0 0

3 5 5 . SoFtfi Kab. H alm ahera  
Tim ur

O rang
/K a li

Rp 1 .2 5 0 .0 0 0

3 5 6 . Sofifi Kab. H alm ahera  
U tara

O rang  
/  Kali

Rp 9 0 0 .0 0 0

PAPUA

3 5 7 . J a y a p u r a K ab. J a y a p u r a O rang  
/  Kali

Rp 6 0 0 .0 0 0

3 5 8 . J a y a p u r a Kab. Keerom O ran g /
Kali

Rp 9 0 0 .0 0 0

3 5 9 . J a y a p u r a Kab. Sarm i O rang  
/  Kali

Rp 2 .7 0 0 .0 0 0

3 6 0 . J a y a p u r a Kab. M erauke O ran g /
Kali

Rp 1 .1 3 4 .0 0 0

PAPUA BARAT

3 6
1.

Man ok war i Kab T eluk  B in tu n i O ran g /
Kali

Rp 9 0 0 .0 0 0

3 6 2 . Man ok war i Kab M anokw ari 
S ela tan

O ran g/
Kali

Rp 7 5 0 .0 0 0

3 6 3 . M anokw ari Kab. P egu n u n gan  
Arfak

O ran g /
Kali

Rp 2 .6 5 0 .0 0 0

3 6 4 . M anokw ari Kota Sorong Orang/
Kali

Rp 1 .0 0 0 .0 0 0



SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI DKI JAKARTA KE KABUPATEN/KOTA

SEKITAR (ONE WAY)

NO IBUKOTA
PROVINSI KABUPATEN/ KOTA 

TUJUAN
SATUAN BESARAN

(i) (2) (3) (4) (5)

1. Jakarta K o ta  B e k a s i O r a n g /
Kali

Rp 2 8 4 .0 0 0

2. J a k a r t a Kab. B e k a s i O r a n g /
Kali

R p 2 8 4 .  0 0 0

3 Jakarta Kab. Bogor O r a n g /
Kali

R p 3 0 0 .0 0 0

4. Jakarta K ota Bogor O r a n g /
Kali

R p 3 0 0 .0 0 0

5 Jakarta Kota Depok O r a n g /
Kali

R p 2 7 5 .0 0 0

6. Jakarta K ota T a n g era n g O r a n g /
Kali

R p 2 8 6 .0 0 0

7. Jakarta K ota  T a n g e r a n g  
S e la ta n

O r a n g /
Kali

Rp 2 8 6 .0 0 0

8. Jakarta K ab . T a n g e r a n g O r a n g /
Kali

Rp 3 1 0 .0 0 0

9 . J a k a r t a K e p u la u a n  S e r ib u O r a n g /
Kali

Rp 4 2 8 .0 0 0



SA T U A N  BIAYA PE N G IN A PA N  PE R JA L A N A N  D IN A S DALAM  N E G E R I

TARIF HOTEL

NO PROVINSI SATUAN
KDH/WKDH 
/  PIMPINAN 

DPRD/PEJA 
BAT

ESELON I 
(T1NGKAT A)

ANGGOTA 
DPRD /  

PEJABAT 
ESELON II

(TINGKAT B)

PEJABAT 
ESELON III/ 
GOLONGAN IV

(TINGKAT C)

PEJABAT 
ESELON IV/ 
GOLONGAN 

III, II, I 
(TINGKAT D)

H i (2) (3) (4) (5) (6) m

_ 1 _
ACEH OH Rp 4.420.000 Rp 3.526.000 Rp 1.294.000 Rp 556.000

2. SUMATERA
UTARA

OH Rp 4.960.000 Rp 1.518.000 Rp 1.100.000 Rp 530.000

3. RIAU OH Rp 3 .820 .000 Rp 3 .119 .000 Rp 1.650.000 Rp 852 .000

4. KEPULAUAN
RIAU

OH Rp 4 .275 .000 Rp 1.854.000 Rp 1.037.000 Rp 792 .000

JAMBI OH Rp 4 .000 .000 Rp 3 .337 .000 Rp 1.212.000 RP 580 .000

O. SUMATERA
BARAT

OH Rp 5.236 .000 Rp 3 .332 .000 Rp 1.353.000 Rp 650 .000

7. SUMATERA
SELATAN

OH Rp 5.850 .000 Rp 3 .083 .000 Rp 1.571.000 Rp 861 .000

8. LAMPUNG OH Rp 4 .491 .000 Rp 2 .067 .000 Rp 1.140.000 Rp 580.000

9. BENGKULU OH Rp 2 .071 .000 Rp 1.628.000 Rp 1.546.000 Rp 630 .000

10 BANGKA
BELITUNG

OH Rp 3 .827 .000 Rp 2 .838 .000 Rp 1.957.000 Rp 622 .000

11 BANTEN OH Rp 5.725 .000 Rp 2 .373 .000 Rp 1.000.000 Rp 718 .000

12. JAWA BARAT OH Rp 5 .381 .000 Rp 2 .755 .000 Rp 1.006.000 Rp 570 .000
13. D.K. I. 

JAKARTA
OH Rp

5.850 .00000
Rp 1.490.000 Rp 992 .000 Rp 730 .000

► I4-
JAWA
TENGAH

OH Rp 4 .242 .000 Rp 1.480.000 Rp 954 .000 Rp 600 .000

15. D.I.
YOGYAKARTA

OH Rp 5 .017 .000 Rp 2 .695 .000 Rp 1.384.000 Rp 845 .000

16 JAWA TIMUR OH Rp 4 .400 .000 Rp 1.605.000 Rp 1.076.000 Rp 664 .000

17. BALI OH Rp 4 .890 .000 Rp 1.946.000 Rp 990.000 Rp 910 .000

18. NUSA
TENGGARA
BARAT

OH Rp 3 .500 .000 Rp 2 .648 .000 Rp 1.418.000 Rp 580.000

19. NUSA
TENGGARA
TIMUR

OH Rp 3 .000 .000 Rp 1.493.000 Rp 1.355.000 Rp 550.000

20 KALIMANTAN
BARAT

OH Rp 2 .654 .000 Rp 1.538.000 R p l.125.000 Rp 538.000

21 KALIMANTAN
TENGAH

OH Rp 4 .901 .000 Rp 3 .391 .000 Rp 1.160.000 Rp 659 .000

22 KALIMANTAN
SELATAN

OH Rp 4 .797 .000 Rp 3 .316 .000 Rp 1.500.000 Rp 540.000



23 KALIMANTAN
TIMUR

OH Rp 4 .000 .000 Rp 2 .188 .000 Rp 1.507.000 Rp 804.000

24. KALIMANTAN
UTARA

OH Rp 4 .000 .000 Rp 2 .188 .000 Rp 1.507.000 Rp 804.000

25. SULAWESI
UTARA

OH Rp 4 .919 .000 Rp 2 .290 .000 Rp 924.000 Rp 782 .000

26
•

GORONTALO OH Rp 4.168.000 Rp 2.549.000 Rp 1.431.000 Rp 764.000

27. SULAWESI
BARAT

OH Rp 4 .076 .000 Rp 2 .581 .000 Rp 1.075.000 Rp 704 .000

28. SULAWESI
SELATAN

OH Rp 4 .820 .000 Rp 1.550.000 Rp 1.020.000 Rp 732.000

29. SULAWESI
TENGAH

OH Rp 2.309 .000 Rp 2 .027 .000 Rp 1.567.000 Rp 951 .000

30. SULAWESI
TENGGARA

OH Rp 2.475 .000 Rp 2.059.000 Rp 1.297.000 Rp 786 .000

31. MALUKU OH Rp 3.467 .000 Rp 3 .240 .000 Rp 1.048.000 Rp 667 .000

r MALUKU
UTARA

OH Rp 3.440 .000 Rp 3.175.000 Rp 1.073.000 Rp 600 .000

33. PAPUA OH Rp 3 .859 .000 Rp 3.318.000 Rp 2.521.000 Rp 829.000

34. PAPUA
BARAT

OH Rp 3 .872 .000 Rp 3.212.000 Rp 2.056.000 Rp 718.000



SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS

Nomor :........................................................................

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :....................................................... (Pejabat penerbit SPD)

N I P  : ...

Jabatan :..

Unit Kerja :...

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa, tugas perjalanan dinas luar kota 

dari :

N a m a : (pelaksana SPD)

N I P  : ...

Jabatan :..

Unit Kerja :...

Dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas 

lainnya yang sangat m endesak/penting dan tidak dapat ditunda yaitu

:....................................................................... (alasan pembatalan peijalanan dinas).

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksana peijalanan dinas tidak 

dapat digantikan oleh pejabat/pegawai negeri lain.

Demikian surat pem yataan ini dibuat dengan sebenam ya untuk digunakan 

seperlunya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Marisa,.........................................

Yang membuat pem yataan, 

ttd

NIP .



SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m  a :.............................................................. (PA/KPA)

N I P  : .......................................................

Jabatan :.......................................................

Unit Kerja :.......................................................

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa, perjalanan dinas luar kota

berdasarkan surat perintah tugas nomor........... tanggal............ dan SPD

nomor.........tanggal.......an :

N a m a :............................................................ (pelaksana SPD)

N I P  : ......................................................

Jabatan :.......................................................

Unit Kerja

Dibatalkan sesuai surat pem yataan pembatalan perjalanan dinas 
Nomor.......... Tanggal....
Berkenaan dengan pembatalan tersebut, maka biaya :

a .................................
b ..................................

Yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DPA tidak dapat dikembalikan /
refund (sebagian/seluruh) sebesar Rp......................................
( ......................................................................)
Sehingga dibebankan pada rekening anggaran................................
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila 
dikemudian hari tem yata surat pem yataan ini tidak benar dan menimbulkan 
kerugian negara, saya bertanggungjawab penuh dan bersedia menyetorkan 
kerugian tersebut ke kas negara.

Marisa,......................................

Yang membuat pernyataan, 

ttd

NIP.


